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Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di
hadapan mata, yakni pada akhir Desember tahun ini, tetapi sepertinya
gaungnya tidak terasa.Entah apakah hal ini hanya terjadi di Indonesia
atau juga terjadi di negara-negara ASEAN lainnya.

Informasi yang komprehensif mengenai kesiapan Indonesia dan
negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi MEA 2015 memang
tidak tersedia dengan baik, padahal informasi ini sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Entah kenapa hal ini bisa terjadi, entah karena pemerintah
yang kurang bagus dalam mensosialisasikan MEA 2015 atau karena me-
mang belum siapnya negara-negara ASEAN dalam menyongsong MEA
2015.

Terkait hal tersebut, saya sangat berharap bahwa Tabloid Diplomasi
bisa menyuguhkan informasi sebagaimana dimaksud. Jika seandainya
negara-negara ASEAN memang belum siap menghadapi MEA 2015,
saya kira para pemimpin ASEAN harus bijak mengambil keputusan un-
tuk menunda pelaksanaan MEA 2015. Jika memang tidak bisa ditunda,
lantas sudah sejauh mana kesiapan semua negara ASEAN dalam menghada-
pi MEA 2015. Saya yakin Tabloid Diplomasi bisa menyuguhkan infor-
masi dimaksud. Bravo Tabloid Diplomasi.

Muhammad Rifki, mahasiswa UPN Veteran Jakarta

Akhir tahun 2015 akan segera tiba, begitu pula dengan Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Hanya dalam hitungan bulan, seluruh ma-
syarakat di Negara-negara ASEAN akan menghadapi suatu situasi dan
keadaan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Yang akan mera-
sakan dampak secara langsung tentu saja adalah masyarakat, namun-
sayangnya kita dapat melihat bahwa sebagian masyarakat kita belum
siap memasuki era yang baru ini.

Alih-alih dapat mempersiapkan diri, menyusun rencana dan mencari
solusi terhadap dampak negatif yang mungkin diterima, sebagian besar
masyarakat kita justru tidak mengetahui bahwa akhir tahun ini MEA
akan segera diberlakukan. Apakah mungkin bagi pemerintah Indonesia
untuk melakukan sosialisasi secara massif dan efektif hanya dalam jang-
ka waktu sekitar dua bulan ini ? Kalaupun bisa disosialisasikan, lantas
bagaimana dengan kesiapan masyarakat menghadapi perubahan yang
terjadi hanya dalam jangka waktu yang singkat ?

Apa yang bisa diharapkan dari hasil sosialisasi secara masif hanya
dalam jangka waktu tersebut ? Apakah masyarakat kita juga sudah siap
seandainya mereka hanya jadi penonton dalampelaksanaan MEA?

Melati Andria, MahasiswaUniversitasSahid, Jakarta



CATATAN

Para pembaca setia Tabloid Diplomasi yang terhor-
mat, mengawali tahun 2016 pada edisi ke-93 (Januari-
Februari 2016) kami akan menyuguhkan topik utama
mengenai Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM)
2016 yang merupakan pernyataan atau pidato rutin
setiap tahun yang disampaikan oleh Menteri Luar Ne-
geri.

Pada PPTM kali ini Menlu Retno mengawali pida-
tonya dengan 2 perkembangan yaitu memburuknya hu-
bungan antara Arab Saudi dan Iran serta uji coba nuklir
oleh Korea Utara. Arab Saudi dan Iran adalah teman
baik Indonesia.

Dilatarbelakangi kekhawatiran Menlu yang menda-
lam akan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur
Tengah, maka presiden RI mengutus Menteri Luar Ne-
geri melakukan komunikasi intensif dengan Arab Sau-
di, Iran, dan beberapa negara lain. Semua upaya akan
terus dilakukan agar situasi tidak menjadi lebih buruk.

Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran yang
dalam atas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea
Utara. Sebagai teman baik, Indonesia meminta agar
Korea Utara melaksanakan resolusi Dewan Keamanan
terkait.

Diplomasi Indonesia akan bergerak lebih cepat
di tahun 2016. Dengan optimisme yang tinggi serta
kemampuan untuk mengembangkan kerja sama yang
saling menguntungkan, Menlu yakin bahwa 2016 akan
menjadi tahun yang lebih baik.

Menlu Menegaskan, secara keseluruhan, selama
tahun 2015, diplomasi Indonesia terus memberi kon-
tribusi nyata kepada pembangunan dan kepentingan
nasional.

Tidak kalah pentingnya, diplomasi Indonesia telah
memberikan banyak kontribusi bagi perdamaian dan
kesejahteraan dunia. Sebuah tatanan arsitektur baru se-
dang dipersiapkan di Samudera Hindia.

Semua capaian dan rencana yang akan kita lakukan
di tahun ini, tidak terlepas dari sumbangsih para diplo-
mat Indonesia di seluruh dunia.

Topik utama berikutnya adalah pelaksanaan per-
temuan Bali Democracy Forum (BDF) VIII yang dige-
lar pada tanggal 10-11 Desember 2015 di Nusa Dua,
Bali.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari terse-
but mengambil tema “Democracy and Effective Public
Governance”. BDF VIII dihadiri oleh sekitar 250 per-
wakilan dari 89 negara dan 3 organisasi internasional.

Tema pertemuan BDF kali ini relevan dengan
perkembangan saat ini, tidak hanya di tingkat nasion-
al namun juga pada tingkat global. Pengembangan
demokrasi dan tata kelola pemerintahan telah menjadi
isu yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
efektif akan mendorong pembangunan komprehensif
dan holistik melalu pendekatan yang mengedepan-kan

transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan penegakan
hukum.

Pemerintahan yang mampu mendengar dan men-
jawab aspirasi rakyatnya merupakan perwujudan dan
pemenuhan hak masyarakat, khususnya dalam mendor-
ong pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pengen-
tasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pertemuan juga mengeksplorasi lebih lanjut tanta-
ngan dan rangkaian inovasi yang dapat dan telah ditem-
puh oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik guna
mencari solusi dalam membangun tata kelola pemerin-
tahan yang lebih efektif.

BDF kali ini menggunakan format perdebatan
umum dan tiga diskusi panel yang terfokus pada tema
Pembangunan Demokrasi dan Tata kelola Pemerintah-
an yang Efektif, Tantangan Pembangunan Demokrasi
dan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif; dan Pilihan
dan Prospek Pembangunan Demokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif di kawasan Asia Pasifik.

Di akhir pertemuan, BDF menghasilkan Chairs
Statement yang mengidentifikasi temuan penting dari
berbagai perdebatan dan rangkaian program nyata
terkait pembangunan demokrasi dan tata kelola peme-
rintah efektif yang akan dilaksanakan Institute for
Peace and Democracy (IPD) sepanjang tahun 2016.

Topik Lainnya yang dikupas dalam edisi kali ini
adalah penyelenggaraan Internastional Conference of
Islamic Scholars (ICIS 1V). Indonesia kembali menjadi
tuan rumah penyelenggaraan The Fourth International
Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang berlang-
sung pada tanggal 23-25 November 2015 di Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Penye-
lenggaraan ICIS IV merupakan kerja sama antara /nter-
national Conference of Islamic Scholars, UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, JATMAN, serta didukung oleh
Kementerian Luar Negeri RI. Konferensi dihadiri oleh
pejabat pemerintah, akademisi, para Shufi, para pemu-
ka Islam di Indonesia, dan 37 tamu asing dari Brunei
Darussalam, Turki, Belgia, Malaysia, Amerika Serikat,
Spanyol, Li banon, Suriah, Yaman, Tunisia, dan Timor
Leste.

Konferensi ICIS IV mengambil tema Upholding
Islam as Rahmatan Lil ‘Alamin: Capitalizing
Intellectuality and Spirituality Towards Better Life of
Human Beings. Konferensi ini merupakan forum untuk
mempromosikan Islam di Indonesia yang berpaham
moderat dan toleran, serta untuk mencari solusi
dan langkah nyata dalam menghadapi problematika
keumatan global.

Selain topik utama tersebut, edisi kali juga akan
menyajikan artikel dan informasi lain seputar per-
kembangan diplomasi Indonesia dan kegiatan diplo-
masi publik baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Salam Diplomasi.
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Di awal tahun 2016, dunia dikhawatirkan dengan
adanya 2 perkembangan yaitu memburuknya hubungan
antara Arab Saudi dan Iran serta uji coba nuklir oleh
Korea Utara. Arab Saudi dan Iran adalah teman baik
Indonesia.

Dilatarbelakangi kekhawatiran yang mendalam akan
perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah
maka dalam beberapa hari ini Indonesia telah melaku-
kan komunikasi intensif dengan Arab Saudi, Iran, dan
beberapa negara lain. Semua upaya akan terus dilakukan
agar situasi tidak menjadi lebih buruk. Komunikasi in-
tensif akan terus dilanjutkan.

Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran yang
dalam atas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea
Utara. Sebagai teman baik, Indonesia meminta agar
Korea Utara melaksanakan resolusi Dewan Keamanan
terkait.

Tahun 2015 baru saja berlalu. Satu tahun, dimana
berbagai tantangan harus dihadapi dunia. Konflik masih
melanda berbagai negara. Perdamaian dan stabilitas ma-
sih belum bisa terwujud di Timur Tengah. Hasil perju-
angan bangsa Palestina masih jauh dari sempurna. Dan
persaingan kepentingan negara-negara besar menajam
dan melebar ke berbagai kawasan.

Pada saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada
berbagai tantangan non-tradisional yang sangat meng-
khawatirkan.

”Selama tahun 2015 setidaknya
37 pertemuan dan perundingan
Economic Partnership
Agreement dilakukan, antara
lain: Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement (IJEPA),
ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership (AJCEP),
ASEAN-Hong Kong Free Trade
Agreement (AHKFTA), ASEAN-
Korea Free Trade Agreement
(AKFTA), dan Regional
Comprehensive Economic

Partnership (RCEP).”

Menlu Retno

Ekstremisme, radikalisme dan terorisme menjadi an-
caman bersama. Bom Paris adalah contoh tidak adanya
negara yang bebas dari ancaman ini. Foreign terrorist
fighters yang bergabung ke ISIS jumlahnya semakin ber-
tambah dari berbagai negara. Bencana alam dan dampak
perubahan iklim meruntuhkan kemajuan pembangunan
yang telah dicapai banyak negara. Transnational organi-
zed crimes seperti penyelundupan manusia, perdagangan
obat terlarang dan cyber crime membawa banyak keru-
gian materil dan nyawa bagi banyak bangsa.

Di bidang ekonomi, tahun 2015 juga ditandai de-
ngan lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Harga
komoditi semakin melemah yang berdampak besar ter-
hadap resource-based economies seperti Indonesia. Ke-
naikan suku bunga di AS dan perlambatan pertumbuhan
di Tiongkok semakin mendorong ketidakpastian ekono-
mi global. Volatilitas mata uang dunia termasuk Rupiah
meningkatkan ketidakstabilan ekonomi global dan tren
capital outflow dari emerging markets.

Selalu ada harapan di tengah tantangan. Selalu ada
potensi kemajuan di tengah segala kemunduran. Hal ini
juga terjadi di tahun 2015. Selain penuh tantangan, ta-
hun 2015 juga mencatat berbagai harapan dan kemajuan
yang sangat berarti bagi dunia.

Our hope was never silenced... and we saw momen-
tous progress in 2015.

Kesepakatan nuklir Iran... mendekatkan upaya da-
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mai dan stabilitas di teluk Persia dan dunia. Nor-
malisasi hubungan Amerika Serikat dan Kuba
mengakhiri perseteruan berumur lebih dari se-
tengah abad.

Sustainable Development Goals dan Paris
Agreement telah membuka harapan baru bagi
pembangunan yang berkelanjutan dan keber-
langsungan hidup umat manusia

Keanggotaan Palestina di UNESCO dan
pengibaran bendera Palestina di Markas Besar
PBB... merupakan bentuk nyata dukungan ma-
syarakat internasional bagi Palestina yang mer-
deka.

“Nairobi Package” memberi harapan bagi
keberlangsungan sistem perdagangan multilate-
ral WTO yang open, fair dan equitable.

Diwilayah concentric circleutama Indonesia,
satu kemajuan sejarah dicatat. ASEAN menjadi
satu komunitas.

Itulah gambaran dunia di tahun 2015 dima-
na politik luar negeri Indonesia aktif bekerja.

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat
sibuk bagi diplomasi Indonesia.

Dalam tahun 2015, telah dilakukan lebih
dari 64 pertemuan bilateral/internasional Pre-
siden RI, 22 pertemuan Wakil Presiden, lebih
dari 155 pertemuan pada tingkat Menteri Luar
Negeri dan 46 Pertemuan Wakil Menteri Luar
Negeri.

Lebih dari 158 perjanjian G-fo-G telah di-
sepakati oleh Indonesia dengan negara mitra.

Belum sampai 6 bulan Pemerintahan Jo-
kowi-JK, Indonesia sudah menjadi tuan rumah
KTT Asia Afrika yang menghadirkan 117 ne-
gara, lebih dari 2850 delegasi.

Pengakuan terhadap arti penting Indonesia
juga dapat dilihat dari hadirnya sekitar 250 per-
wakilan Negara Sahabat dan Organisasi Interna-
sional di Indonesia.

Pada tahun 2015, 4 Mitra Wicara ASEAN
juga telah membuka perwakilan di Jakarta.

Banyaknya perwakilan asing di Indonesia
semakin mengukuhkan Jakarta sebagai Diplo-
matic Capital of ASEAN.

Tahun lalu, Indonesia telah menetapkan 4
prioritas polugri, yaitu: 1) menjaga kedaulatan
NKRI; 2) melindungi WNI/BHI di luar negeri;
3) meningkatkan diplomasi ekonomi; dan 4)
meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan
dunia internasional.

Pada PPTM 2016 ini, saatnya melihat ca-
paian dari 4 prioritas tersebut.

Tentunya, semua dilakukan dengan tetap me-
megang teguh prinsip politik luar negeri “Bebas
Aktif”’ — independent and active foreign policy.

Kedaulatan adalah rumah yang harus dija-
ga. Keutuhan rumah NKRI merupakan hal yang
tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, terdapat
keperluan untuk menyelesaikan batas-batas wi-
layah.

Penyelesaian batas wilayah memerlukan
waktu dan bukan merupakan hal yang dapat di-
selesaikan secara singkat.

Pada tahun 2015 politik luar negeri Indone-
sia diarahkan pada upaya percepatan penyele-

saian batas wilayah Indonesia secara damai.

Roadmap telah selesai dibuat. Dengan ro-
admap ini, semua perundingan diaktifkan ter-
masuk perundingan batas wilayah yang sudah
tidak dilakukan sejak tahun 2003.

Terdapat 25 pertemuan batas wilayah yang
dilakukan tahun 2015, yaitu: 9 perundingan
batas maritim dengan 6 Negara dan 16 perun-
dingan batas darat dengan 3 Negara.

Guna mempercepat proses perunding-
an Malaysia, Indonesia dan Malaysia telah
menunjuk utusan khusus untuk penyelesaian
batas wilayah maritim kedua negara.

Dalam tahun 2015, proses ratifikasi dilaku-
kan untuk dua perjanjian perbatasan, yaitu Per-
janjian Indonesia-Filipina mengenai Delimitasi
Batas Exclusive Economic Zone dan Perjanjian
Indonesia-Singapura mengenai “Delimitation
of the Territorial Seas in the Eastern Part of the
Straits of Singapore”.

Kita masuk pada capaian di prioritas kedua.
Pencapaian diplomasi Indonesia untuk prioritas
kedua perlu mendapatkan catatan yang khusus.

Kinerja perlindungan WNI untuk tahun
2015 terfokus pada dua hal: 1) pembangunan
sistem yang sangat diperlukan bagi kemajuan
yang berkelanjutan; dan 2) memberikan respon
cepat terhadap problematika yang muncul.

Beberapa upaya pembangunan sistem te-
lah dilakukan melalui berbagai langkah antara
lain:

*  Program sms blasts semakin memberikan
kenyamanan bagi WNI yang bepergian ke
luar negeri.

*  Pembangunan data mengenai WNI di
luar negeri kini telah terintegrasi dengan
BNP2TKI dan akan terintegrasi dengan

data KemenkumHAM.

*  Pengadaan hotline 24 jam di setiap Perwaki-
lan RI di luar negeri.

«  Sertifikasi ISO 9001:2008 mengenai standar
dan prosedur repatriasi WNI.

*  Pelatihan 282 staf Kemlu di bidang identifi-
kasi dan forensik, penanganan dan pelapor-
an kasus, serta penanganan situasi konflik
dan bencana.

* Kini dikembangkan pula Indeks Perlin-
dungan WNI (IPW) untuk mengukur ki-
nerja.

Melalui kemitraan yang baik dengan pe-
mangku kepentingan termasuk masyarakat ma-
dani dan media, penanganan perlindungan dapat
dilakukan lebih optimal. Di tahun 2015, 11.242
kasus telah ditangani dan lebih dari 62% dapat
diselesaikan. Kasus yang belum terselesaikan se-
bagian karena kompleksitas penanganan kasus di
wilayah konflik.

Evakuasi juga dilakukan terhadap 4.830 WNI
dan 177 WNA dari wilayah konflik dan bencana
—terdiri dari evakuasi Yaman terhadap 2.393 WNI
dan 173 WNA yang merupakan evakuasi terbesar,
terkompleks dan tercepat yang pernah dilakukan
Pemri, evakuasi di Suriah terhadap 2214 WNI,
evakuasi Libya terhadap 199 WNI, dan evakuasi
Nepal terhadap 24 WNI dan 4 WNA.

Fasilitasi repatriasi yang dilakukan ter-
hadap 94.529 WNI/TKI jauh di atas target
2015 yang ditetapkan sebanyak 50.000 WNI/
TKI. Pembebasan 52 WNI dari ancaman hu-
kuman mati diupayakan dengan sepenuhnya
menghormati hukum setempat. Pembebasan 2
WNI dari penyanderaan kelompok bersenjata di
PNG juga telah dilakukan. Pelatihan ketrampilan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi diapit tiga menteri pedahulunya, paling kiri, Alwi Shihab (Menteri Luar Negeri
RI periode 1999-2001), N. Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Rl periode 2001-20019) dan paling kanan Marty
Natalegawa (Menteri Luar Negeri Rl periode 2009-20014) saat ketiganya menghadiri Pernyataan Pers Tahunan Menlu

(PPTM) 2016 di Ruang Nusantara, Pejambom (07/01).
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diberikan bagi 4.298 TKI untuk persiapan purna
tugas. Fasilitasi pendidikan telah dilakukan,
termasuk akses pada Universitas Terbuka bagi
2.437 WNI/TKI. Sekurangnya Rp. 192 milyar
hak-hak WNI/TKI dapat diupayakan dari 19
negara berupa kompensasi, diyat, dan gaji yang
belum dibayar.

Jika seluruh aktivitas perlindungan WNI di-
jumlahkan, maka jumlah WNI yang tertangani
adalah 109.382 orang.

Untuk memperkuat perundingan, Indonesia
juga aktif di berbagai forum internasional, an-
tara lain mengarusutamakan isu vulnerability of
domestic migrant workers sebagai korban TPPO
di forum UNODC. Selain itu, telah ditandatangi
MoU antara Indonesia — Uni Emirat Arab di bi-
dang Combatting Human Trafficking.

Indonesia adalah salah satu dari 20 ekonomi
terbesar dunia dan tergabung dalam G-20.

Indonesia adalah negara yang memiliki eko-
nomi terbuka. Ekonomi terbuka juga harus diba-
rengi dengan daya saing ekonomi.

Presiden RI dalam beberapa kesempatan
menyampaikan “ekonomi Indonesia harus kom-
petitif”.

Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan 8
paket reformasi ekonomi guna menjadikan eko-
nomi Indonesia kompetitif.

Selama tahun 2015, mesin diplomasi eko-
nomi Indonesia bekerja aktif mendorong eks-
por, meningkatkan investasi, dan promosi pari-
wisata.

Diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk
memperkuat sistem kerja sama ekonomi bila-
teral dan regional. Kita telah menghidupkan
dan mengintensifkan pembahasan Comprehen-
sive Economic Partnership Agreement (CEPA)
dengan beberapa negara.

Selama tahun 2015 setidaknya 37 pertemuan
dan perundingan Economic Partnership Agree-
ment dilakukan, antara lain: Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (1JEPA),
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Part-
nership (AJCEP), ASEAN-Hong Kong Free
Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Korea
Free Trade Agreement (AKFTA), dan Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun
2015 juga terus memanfaatkan peluang pasar
non-tradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika,
Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika
Selatan dan Karibia.

Perdagangan Indonesia ke beberapa pasar
non-traditional pada tahun 2015 meningkat
secara signifikan seperti dengan Papua Nugini
meningkat kurang lebih sebesar 32 %, Palestina
sebesar 266 %, Angola sebesar 57 % , El Salvador
sebesar 53 %, dan Serbia sebesar 31%.

Di bidang investasi, kita mendorong ber-
bagai upaya untuk menarik investasi asing dan
mendorong investasi Indonesia di beberapa ne-
gara melalui prioritas investasi pada pembangu-
nan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan
ketahanan pangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal juga

telah mendirikan “One Stop Services” untuk
mempercepat proses perizinan dan prosedur in-
vestasi.

Presiden RI juga telah menunjuk menteri
penghubung untuk beberapa negara guna me-
mastikan bahwa hambatan investasi dapat tera-
tasi dengan baik.

Di bidang pariwisata, upaya meningkatkan
wisatawan asing ke Indonesia dilakukan dengan
memberikan fasilitas bebas visa kunjungan sing-
kat untuk 75 negara. Pemberian visa ini akan
terus dikaji sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan
bebas visa akan ditindak tegas, sebagaimana
dilakukan oleh negara lain.

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi,
Kementerian Luar Negeri juga telah memper-
kuat infrastruktur dan membangun sistem se-
perti: 1) pembentukan unit diplomasi ekonomi
yang diketuai langsung oleh Wakil Menteri Luar
Negeri; 2) peluncuran website http://dkp.kemlu.
go.id. untuk tingkatkan pemahaman terhadap
kebijakan perdagangan negara lain; 3) peluncu-
ran website https://diplomasiekonomi.kemlu.
go.id/ untuk fasilitasi promosi, interaksi dan
penanganan langsung inquiries; 4) peluncuran
kemitraan strategis dengan Gulf Cooperation
Council (GCC); dan 5) pembuatan data peratu-
ran perdagangan investasi dari 151 negara seba-
gai referensi untuk pemajuan kerja sama perda-
gangan investasi.

Indonesia telah berperan nyata dalam berba-
gai isu kawasan dan internasional. Polugri Indo-
nesia telah dilakukan secara aktif, responsif dan
kontributif.

Secara alami, ASEAN tetap menjadi soko
guru politik luar negeri Indonesia. Bersama In-
donesia, ASEAN akan kuat bersama ASEAN,
Indonesia akan maju.

ASEAN memegang peran strategis dalam
menjaga stabilitas keamanan serta pertumbuhan
ekonomi kawasan. Dengan peran strategis ini,
Indonesia terus memastikan pentingnya unity
dan centrality dari ASEAN.

Selama tahun 2015 Indonesia juga terus
mendorong agar manfaat ASEAN dapat dirasa-
kan oleh rakyat dan juga ingin memastikan bah-
wa no one is left behind.

Indonesia telah memainkan berbagai peran
penting di ASEAN. Salah satunya adalah meng-
gagas perampingan (streamlining) pertemuan-
pertemuan ASEAN dan penguatan Sekretariat
ASEAN. Disamping itu, Indonesia juga meru-
pakan penggagas kerjasama maritim dalam
konteks EAS dengan menorehkan satu capaian
penting melalui disepakatinya EAS Statement
on Enhancing Regional Maritime Cooperation.
Indonesia juga menjadi inisiator penguatan ka-
pasitas ASEAN Institute for Peace and Recon-
siliation (AIPR). Dan tidak kalah pentingnya,
Indonesia terus memperjuangkan penghormatan
hak-hak buruh migran dalam ASEAN.

Masih di pencapaian prioritas ke-4, diplo-
masi Indonesia juga ditujukan pada penguatan
hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan.
Langkah ini sejalan dengan upaya mempercepat

pembangunan Indonesia bagian timur. Budaya
Melanesia merupakan perekat Indonesia dengan
negara-negara Pasifik.

Untuk itu, selama tahun 2015 Indonesia
meningkatkan kehadirannya dan kontribusinya
pada forum-forum kerjasama Pasifik Selatan.
Hal ini terefleksi dari peran Indonesia menjadi
associate member di MSG dan sebagai observer
yang aktif berpartisipasi dalam PIF dan PIDF.

Indonesia juga memperkuat kerjasama
budaya dengan menjadi tuan rumah Melanesian
Cultural Festival di Kupang, Nusa Tenggara
Timur. Penguatan kerjasama pendidikan juga
dilakukan melalui pemberian Beasiswa Seni
dan Budaya Indonesia (BSBI) kepada 16 peserta
dari 8 negara Pasifik. Indonesia telah melakukan
20 program peningkatan kapasitas kepada 249
peserta dari 11 negara Pasifik. Disamping itu,
Indonesia juga telah membantu masyarakat
Vanuatu dalam menghadapi Badai Pam.

Tahun 2015 juga mencatat kontribusi Indo-
nesia paling tidak pada 9 isu internasional :

Yang pertama pada isu migrasi, Indonesia
telah memberikan contoh bagaimana humanita-
rian response harus dilakukan. Upaya ini
ditunjukkan  melalui  kesiapan Indonesia
menerima dan menampung sementara lebih
dari 1800 irregular migrants dari Bangladesh
dan Myanmar (Mei 2015). Indonesia juga aktif
pada High Level Event UN di bidang migrasi
dan pengungsi serta berkontribusi dalam upaya
meng-address root causes dengan melakukan
marathon diplomacy dan menjadi tuan rumah
Jakarta De-claration Roundtable Meeting
on Addressing the Root Causes of Irregular
Movement of Persons di Jakarta (November
2015).

Isu internasional kedua dimana Indonesia
aktif berperan adalah mengenai countering ex-
tremism dan terrorism. Beberapa kegiatan yang
telah dilakukan antara lain: 1) mengusulkan
pembentukan OIC Contact Group on Peace and
Conflict Resolution,; 2) menjadi tuan rumah n-
ternational Conference on Islamic Scholar 1V;
3) aktif dalam Global Counter Terrorism Forum
(GCTF) bersama dengan Australia dimana RI
menjadi co-chair untuk isu detensi dan reinte-
grasi; 4) aktif pada Leader s Summit on Coun-
tering ISIS and Violent Extermisme; dan 5)
pelaksaanaan Interfaith dialogue dengan Serbia,
Belanda, Jerman, dan Austria. Terkait penda-
naan terorisme, Indonesia juga berhasil keluar
dari public statement/black list Financial Action
Task Force (FATF).

Terkait Peacekeeping Operations (PKO),
Indonesia adalah salah satu penyumbang terbe-
sar personil PKO. Hal ini menempatkan RI se-
bagai peringkat ke-12 terbesar dari 125 Negara
dengan mengirim 2840 personil, termasuk 31
personil wanita (2015). Ini merupakan pening-
katan signifikan dibanding tahun 2014 dengan
1.837 personel. Indonesia juga aktif dalam Pea-
cekeeping Summit dan Open Debate DK-PBB
dan juga menjadi tuan rumah The Asia-Pacific
Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta
(Juli 2015).
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Menlu RI menyampaikan Penghargaan Adam Malik 2016 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta (07/01).

Pada bidang pembangunan ekonomi dan
lingkungan hidup, Indonesia terus aktif dan ber-
kontribusi selama proses hingga diadopsinya
SDGs. Komitmen Indonesia di bidang climate
change antara lain ditunjukkan dengan penyam-
paian Intended Nationally Determined Contri-
butions (INDC) dengan target penurunan emisi
pada 2030 sebesar 29 % dengan upaya sendiri
dan 41 % dengan bantuan internasional.

Di bidang kerjasama maritim, Indonesia te-
lah menyepakati 3 kerja sama maritim secara
bilateral dengan Inggris, Denmark dan Amerika
Serikat. Kerjasama maritim juga diperkuat da-
lam berbagai forum regional yang strategis se-
perti EAS dan IORA.

Di bidang kerja sama Selatan-Selatan, terda-
pat kebangkitan semangat kerja sama Selatan-
Selatan. Indonesia telah menjadi tuan rumah
Commemoration of the 60" Anniversary of the
Asian African Conference dan 10" Anniversary
of the New Asian African Strategic Partnership.
Terbentuknya Asia-Afiica Center merupakan ha-
sil konkrit yang dicapai KTT Asia Afrika. Hing-
ga Desember 2015, Indonesia telah memberikan
440 program pembangunan kapasitas kepada
5.342 peserta dari 116 negara berkembang. Di
saat yang sama, juga telah dilakukan peng-
embangan kerjasama triangular.

Isu dimana Indonesia tidak pernah mundur
untuk mendukung adalah isu Palestina. Untuk
menunjukkan dukungan yang lebih besar bagi
Palestina, satu langkah baru telah diambil di ta-
hun 2015 yaitu pendirian Konsulat Kehormatan
di Ramallah. Pejabat Konsul Kehormatan te-
lah ditetapkan dan akan diresmikan pada awal
2016. Indonesia juga mendukung keanggotaan
Palestina di UNESCO. Selain itu, Indonesia
menjadi tuan rumah International Conference
on the Question of Jerusalem yang diselenggar-
akan pada Desember 2015 di Jakarta. RI terus
melanjutkan capacity building dengan bantuan

sebesar US$ 100 juta serta berpartisipasi dalam
Conference on Cooperation among East Asian
Countries for Palestinian Development (CEA-
PAD) ke-III.

Di bidang demokrasi, dalam rangka meng-
kapitalisasi demokrasi sebagai aset diplomasi,
Indonesia telah menjadi tuan rumah BDF VIII
di Bali pada 10-11 Desember 2015 yang dihadiri
oleh 250 delegasi dari 89 Negara dan 3 organi-
sasi internasional. Indonesia juga berkomitmen
untuk memperkuat peran Institute for Peace and
Democracy (IPD) yang telah melaksanakan 20
program pada tahun 2015.

Di bidang pemajuan dan Perlindungan
HAM, Indonesia menjadi tuan rumah pertemu-
an Komisi HAM OKI dengan tema Pendidikan
HAM. Selain itu, Presiden Joko Widodo terpilih
menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan
“HeForShe” PBB. Indonesia juga aktif pada
Global Leaders Meeting on Gender Equality
and Women Empowerment.

Selain 9 isu tersebut, tentunya masih terda-
pat isu lain dimana Indonesia berperan aktif di
dunia internasional yang tidak dapat dirinci satu
per satu dalam pernyataan pers ini.

Hari ini adalah hari ketujuh di tahun 2016.

Salah satu peristiwa yang mengkhawa-tirkan
adalah memburuknya hubungan Arab Saudi dan
Iran.

Sebagaimana yang telah saya sampaikan di
awal pidato, secara pro aktif, Indonesia telah
melakukan komunikasi dengan berbagai negara
dan organisasi, di antaranya dengan Arab Saudi,
Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki,
Rusia dan Sekjen OKI. Komunikasi intensif ma-
sih akan terus dilakukan Indonesia dengan bebe-
rapa negara lainnya.

Dalam komunikasi tersebut, Indonesia me-
minta kepada kepada para pihak untuk menahan
diri sehingga situasi tidak memburuk.

Indonesia menekankan pentingnya perda-

maian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Sebagai negara yang memiliki hubungan
baik dengan kedua negara tersebut, Indonesia
telah menawarkan diri untuk ikut membantu
upaya penyelesaian secara damai.

Perdamaian di Timur Tengah akan sangat di-
pengaruhi oleh hubungan Arab Saudi dan Iran.

Pada saat yang sama, dunia masih juga di-
hadapkan pada berbagai tantangan yang belum
dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelum-
nya seperti ekstrimisme dan terorisme.

Saya ingin meyakinkan bahwa sebagai ne-
gara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,
Indonesia akan terus menjadi penggerak utama
dalam menebarkan nilai Islam yang rahmatan
lil alamin.

Indonesia juga akan terus menjadi pengge-
rak utama dalam menebarkan nilai toleransi dan
demokrasi.

Di kawasan yang lebih dekat dengan Indo-
nesia, perdamaian dan stabilitas Laut Cina Se-
latan sangat penting artinya. Oleh karena itu,
Indonesia mendorong kepada semua pihak agar
tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat
meningkatkan ketegangan. Hukum internasional
juga harus dihormati.

Dalam konteks ASEAN-Tiongkok, Indone-
sia akan terus mendorong agar Code of Con-
duct (CoC) dapat segera diselesaikan. Sebagai
non-claimant state, Indonesia terus mendorong
negara claimant untuk menyelesaikan sengke-
tanya secara damai.

Sebagai negara yang memiliki wilayah
yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan,
saya ingin menekankan bahwa kepemilikan
Indonesia atas Kepulauan Natuna sudah sangat
jelas. Pulau-pulau terluar pada Gugusan Natuna
yang dijadikan titik dasar terluar wilayah
Indonesia telah ditetapkan dalam Deklarasi
Djuanda 1957. Sesuai dengan Konvensi Hukum
Laut 1982, titik dasar ini telah didaftarkan di
PBB tahun 2009. Berdasarkan garis pangkal
terluar tersebut, Indonesia memiliki tumpang
tindih landas kontinen dan ZEE hanya dengan
dua negara yaitu Malaysia dan Vietnam. Batas
landas kontinen dengan kedua negara tersebut
telah diselesaikan dan saat ini, batas ZEE juga
sedang dirundingkan.

Di tahun 2016, ASEAN akan tetap menjadi
cornerstone polugri Indonesia. Dengan berlaku-
nya ASEAN Community 2015, perhatian sudah
harus dialihkan pada visi ASEAN Community
2025.

Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia.

Pembangunan kapasitas maritim di berbagai
bidang, tidak saja ditujukan bagi kepentingan
Indonesia, tapi juga bagi kepentingan dunia.

Indonesia berkepentingan untuk menjadikan
kawasan maritim di Asia Pasifik dan Samudera
Hindia sebagai zona damai, bebas, netral serta
membawa kemakmuran bagi semua.

Beberapakerjasamamaritimakandiupayakan
dan dituntaskan pada tataran bilateral, misalnya
dengan Jepang, Vietnam, Selandia Baru, Timor-
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Leste, Belanda, dan Panama.

Kepemimpinan Indonesia untuk mengarus-
utamakan kerjasama maritim dalam konteks
East Asia Summit (EAS) akan terus ditindak-
lanjuti.

Indonesia juga akan memberikan perhatian
yang lebih besar pada Samudera Hindia melalui
IORA. Samudera Hindia memiliki arti strategis
bagi dunia. Lebih dari 50 persen perdagangan
dunia melewati Samudera Hindia. Oleh karena
itu, sebuah arsitektur baru diperlukan untuk
menjadikan Samudera Hindia bermanfaat se-
cara ekonomi dan menjadikan Samudera Hindia
kawasan yang damai dan stabil. Di tahun 2016,
pembahasan mengenai inisiatif Indonesia bagi
terbentuknya IORA Concord akan mulai dila-
kukan.

Dalam konteks bilateral, Indonesia akan
terus memaksimalkan kerja sama kemitraan
strategis dan komprehensif dengan 17 negara,
yakni: Amerika Serikat, Rusia, Belanda, Uni
Eropa, Tiongkok, Jepang, Australia, India,
Korea Selatan, Brazil, Vietnam, Afrika Selatan,
Papua Nugini, Inggris, Jerman, Perancis, dan
Turki. Implementasi Kemitraan Strategis de-
ngan Gulf Cooperation Council (GCC) juga
akan didorong.

Diplomasi Indonesia di tahun 2016 juga
akan ditujukan untuk memperkuat apa yang su-
dah dilakukan pada tahun 2015 khususnya pada
4 prioritas polugri beserta isu-isu internasional
dimana Indonesia memiliki kapasitas tinggi un-
tuk berkontribusi.

Guna mendukung kiprah politik luar negeri-
nya, di tahun 2016 Indonesia akan menjadi tuan
rumah beberapa kegiatan penting.

Pada tahun ini, untuk pertama kalinya kita
akan menjadi tuan rumah Interfaith Dialogue
dalam kerangka MIKTA untuk mendorong pe-
ningkatan toleransi antar umat beragama.

Penguatan dan konsolidasi demokrasi di
kawasan akan terus kita lakukan melalui penye-
lenggaraan Bali Democracy Forum 1X pada De-
sember 2016.

Untuk memberantas perdagangan manusia
serta menangani krisis migran di kawasan,
Indonesia akan menjadi tuan rumah dari
Pertemuan ke-6 Bali Process on People
Smuggling and Trafficking in Persons pada
Maret 2016.

Sebagai ketua IORA 2015-2017 dan untuk
memperkuat tatanan maritim di kawasan Samu-
dera Hindia, Indonesia juga akan menjadi tuan
rumah dari sejumlah pertemuan dan konferensi
antara lain pertemuan Working Group on IORA
Concord (Februari 2016), Indian Ocean Dialo-
gue (April 2016), dan International Conference
on the Future of IORA (Juni 2016).

Pembangunan manusia juga menjadi fokus
dari diplomasi Indonesia. Untuk itu, Indonesia
akan mendorong peningkatan kesejahteraan
sosial dengan menyelenggarakan ASEAN Mi-
nisterial Meeting on Social Welfare and Deve-
lopment.

Indonesia juga akan membangun ketaha-

Peluncuran Portal Kemlu 2.0 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta (o7/01).

nan terhadap potensi bencana alam di kawasan
ASEAN melalui penyelenggaraan ASEAN Com-
mittee on Disaster Management Ministerial
Meeting.

Diplomasi Indonesia akan bergerak lebih ce-
pat di tahun 2016.

Dengan optimisme yang tinggi serta ke-
mampuan untuk mengembangkan kerjasama
yang saling menguntungkan, saya yakin bahwa
2016 akan menjadi tahun yang lebih baik.

Presiden Jokowi pada sesi Pembukaan Per-
dagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Ja-
nuari 2016 mengatakan: "saya optimis pada ta-
hun 2016, kita akan jauh lebih baik dari tahun
kemarin..”

Secara keseluruhan, selama tahun 2015,
diplomasi Indonesia terus memberi kontribusi
nyata kepada pembangunan dan kepentingan
nasional.

Tidak kalah pentingnya, diplomasi Indonesia
telah memberikan banyak kontribusi bagi
perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sebuah
tatanan arsitektur baru sedang dipersiapkan di
Samudera Hindia.

Semua capaian dan rencana yang akan
kita lakukan di tahun ini, tidak terlepas dari
sumbangsih para diplomat Indonesia di seluruh
dunia.

Oleh karena itu, saya ingin menggunakan
kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi
yang tinggi kepada semua staf Kementerian
Luar Negeri dan semua anggota Korps Diplomat
Republik Indonesia.

Suasana kerja yang dibarengi dengan rasa
kebersamaan yang tinggi (the We feeling) akan

membuahkan hasil yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya
juga menyampaikan penghargaan tertinggi ke-
pada Duta Besar Marty Natalegawa, Duta Besar
Hassan Wirajuda, Duta Besar Alwi Shihab, dan
seluruh sesepuh Kementerian Luar Negeri yang
telah banyak berkontribusi terhadap pemajuan
polugri Indonesia dan terus menjadi inspirasi
bagi kita semua.

Kementerian Luar Negeri pada tahun ini
telah mendapat penghargaan “Wajar Tanpa
Pengecualian” (WTP) dalam bidang Pengawasan
dan Pelaksanaan Administrasi. Kementerian
Luar Negeri juga telah berhasil meraih predikat
“BB” untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada tahun 2015.

Peran media sangatlah penting dalam meng-
komunikasikan kebijakan politik luar negeri
RI kepada masyarakat luas. Melalui forum ini,
izinkan kami menyampaikan apresiasi dan uca-
pan terima kasih kepada rekan-rekan media atas
kerja sama yang baik. Besar harapan kami kerja
sama yang baik ini dapat berlanjut dan ditingkat-
kan di tahun 2016 ini.

Apresiasi dan penghargaan yang tinggi
juga kami sampaikan atas kerja sama DPR-RI,
khususnya Komisi I sebagai mitra Kementerian
Luar Negeri.

Semoga kemitraan yang baik ini dapat lebih
kita tingkatkan di masa mendatang.[]

(Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Ne-
geri RI tahun 2016 disampaikan di Kementerian
Luar Negeri RI, Jakarta, pada 7 Januari 2016)
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BALI DEMOCRACY FORUM VIl
MENGEMBANGKAN DEMOKRASI DAN TATA

BALIDEN

y ANDE
DEMOCR%\E“ Dua - Bali,

KELOLA PEMERINTAHAN EFEKTIF

Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi Menlu RI Retno LP Marsudi, Duta Besar Hassan Wirajuda dan Gubernur Bali, Made Pastika memukul gong sebagai tanda dibukanya pelak-
sanaan BDF VIl secara resmi (09/12).

Pemerintah Indonesia kembali menyeleng-
garakan Pertemuan Bali Democracy Forum
(BDF) VIII yang digelar pada tanggal 10-11 De-
sember 2015 di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan yang berlangsung selama dua
hari tersebut mengambil tema “Democracy and
Effective Public Governance”. BDF VIII diha-
diri oleh sekitar 250 perwakilan dari 89 negara
dan 3 organisasi internasional.

Tema pertemuan BDF Kkali ini relevan de-
ngan perkembangan saat ini, tidak hanya di ting-
kat nasional namun juga pada tingkat global, di
mana pengembangan demokrasi dan tata kelola
pemerintahan telah menjadi isu yang tidak terpi-
sahkan dalam upaya pening-katan kesejahteraan
masyarakat.

Demokrasi dan tata kelola pemerintahan
yang efektif akan mendorong pembangunan
komprehensif dan holistik melalu pendekatan
yang mengedepankan transparansi, akuntabi-
litas, partisipasi dan penegakan hukum.

Pemerintahan yang mampu mendengar dan
menjawab aspirasi rakyatnya merupakan perwu-
judan dan pemenuhan hak masyarakat, khusus-

nya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
pembangunan dan pengentasan kemiskinan se-
cara berkelanjutan.

Pertemuan juga akan mengeksporasi lebih
lanjut tantangan dan rangkaian inovasi yang
dapat dan telah ditempuh oleh negara-negara di
kawasan Asia-Pasifik guna mencari solusi da-
lam membangun tata kelola pemerintahan yang
lebih efektif.

BDF kali ini menggunakan format perdeba-
tan umum dan tiga diskusi panel yang terfokus
pada tema Pembangunan Demokrasi dan Tata
kelola Pemerintahan yang Efektif; Tantangan
Pembangunan Demokrasi dan Tata kelola Pe-
merintahan yang Efektif, dan Pilihan dan Pro-
spek Pembangunan Demokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif di kawasan Asia-
Pasifik.

Di sela-sela pertemuan, Institute for Peace
and Democracy (IPD) sebagai implementing
agency dari BDF bekerjasama dengan mitra-
mitranya serta Dewan Pers Nasional menye-
lenggarakan Bali Civil Society Forum 2015 dan
Bali Media Forum 2015, di tempat yang sama,

tanggal 8-9 Desember 2015.

Di akhir pertemuan, BDF menghasilkan
Chair's Statement yang mengidentifikasi temuan
penting dari berbagai perdebatan dan rangkaian
program nyata terkait pembangunan demokrasi
dan tata kelola pemerintah efektif yang akan
dilaksanakan IPD sepanjang tahun 2016.

BDF merupakan forum tahunan yang di-
selenggarakan oleh Indonesia sejak tahun 2008
sebagai bentuk komitmennya untuk memaju-
kan demokrasi dan sekaligus menciptakan per-
damaian di dunia. Melalui pendekatan yang
home-grown, inklusif, dan berkesinambungan,
BDF telah berhasil melakukan berbagai kegiat-
an konkrit melalui IPD, seperti seminar, dialog,
program peningkatan kapasitas, pelatihan, dan
lain-lain.

Selama ini, IPD telah melakukan kegiatan
dan programnya di Mesir, Fiji, Myanmar, Tunisia,
Libya, Palestina, Indonesia, Kamboja, Laos,
Myanmar, dan Vietnam. Program dan kegiatan
IPD tersebut telah mendapatkan apreasiasi dari
berbagai pihak dan merupakan kontribusi nyata
BDF kepada kawasan dan dunia. (PR)
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JUSUF KALLA :

DEMOKRASI BUKAN TUJUAN, TAPI CARA
MENCAPAI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Wakil Presiden RI membuka Bali Democracy Forum VIII (

Bali. Bali Democracy Forum (BDF), yang
telah dilaksanakan selama delapan kali, diharap-
kan dapat menjadi ajang diskusi bagi negara-ne-
gara yang hadir, untuk bertukar pengalaman da-
lam menjalankan demokrasi, sehingga mampu
mendorong kemajuan demokrasi di dunia.

“Forum yang memberikan kita suatu diskusi,
pemahaman dan saling menukar pengalaman
dalam hal menjalankan demokrasi di masing-
masing negara kita, dan juga tentu mengambil
manfaat hal-hal yang penting, sehingga kita
mengalami hal-hal yang lebih baik,” demikian
harapan Wapres saat berbicara di hadapan
para peserta Bali Democracy Forum VIII,
dengan tema “Democracy and Effective Public
Governance” di Bali Nusa Dua Convention
Center (BNDCC), 10 Desember 2015.

Demokrasi, lanjut Wapres, bukanlah meru-
pakan tujuan, melainkan suatu proses untuk
mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi
tujuan dalam bernegara.

“Bagi kita semua, demokrasi tentu bukan-
lah tujuan, tapi cara untuk mencapainya. Tujuan
tetaplah bagaimana memajukan negara, menye-

10/12/2015).

jahterakan rakyat dan juga tentu bagaimana
mencapai tujuan kita lebih baik,” pesan Wapres.

Wapres menilai, demokrasi yang telah berja-
lan dengan baik di suatu negara, akan mengha-
silkan pemerintahan yang baik pula, sehingga
diharapkan mampu mengatasi berbagai macam
persoalan yang muncul seperti terorisme dan
kemiskinan.

“Bagaimana demokrasibekerja. Sistemitu, juga
disamping sebagai sistem pemerintahan, bagaima-
na demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti ke-
miskinan, politik, terorisme dan masalah-masalah
yang hari ini dibahas. Karena itulah pemerintahan
yang efektif,” Wapres menjelaskan.

Pemerintahan yang demokratis, kata Wa-
pres, diharapkan dapat selalu mengevaluasi
perkembangan demokrasi, agar tetap berjalan
dengan baik seperti yang terjadi di Indonesia.

“Maka sendi-sendi demokrasi yang sudah
kita tegakkan bersama, juga kita evaluasi. Saya
yakin di tempat ini akan dapat mempersatukan
pikiran kita,” tambah Wapres.

Wapres pun memiliki harapan, agar ke depan
kemajuan demokrasi politik yang telah berjalan

baik melalui pemilu, dapat mendorong dan sela-
ras dengan kemajuan demokrasi ekonomi.

“Pertanyaan untuk Indonesia, terutama un-
tuk kami pemerintah, bagaimana melaksanakan
demokrasi ekonomi sejalan dengan demokrasi
politik,” pinta Wapres.

Demokrasi ekonomi, ucap Wapres, diharap-
kan dapat memberikan kesempatan yang sama
bagi setiap orang untuk mandiri secara ekonomi,
sehingga tercipta keadilan dan pemerataan.

Wapres juga menyadari kelemahan yang di-
miliki dalam demokrasi di dalam negeri, yakni
terjadinya ketidakseimbangan antara eksekutif
dan legislatif, sering menjadikan demokrasi ti-
dak berjalan efektif dan optimal

“Saya tidak ingin menutup, apa yang terjadi
di negara kami, bahwa check and balance antara
eksekutif dan legislatif kadang menghadapi ma-
salah. Karena masalah ketidakjujuran sehingga
pasti menimbulkan masalah ekonomi dan ko-
rupsi yang besar,” ungkap Wapres.

Kemudian Wapres menyinggung terorisme
dan kekacauan yang terjadi di Timur Tengah
saat ini, adalah buah dari kegagalan demokrasi,
dimana negara barat mengintervensi dan muncul
ISIS dengan gerakan terornya ingin memaksa-
kan demokrasi dengan kekerasan.

“Demokrasi di dunia ini, tidak bisa ditegak-
kan dengan kekerasan. Demokrasi harus dite-
gakkan dengan cara-cara yg demokratis pula,”
seru Wapres.

Menurut Wapres, demokrasi pun bersifat uni-
versal, sehingga setiap negara tidak dapat dengan
mudah untuk copy paste demokrasi. Setiap ne-
gara, lanjut Wapres, harus mempertimbangkan
keunikan yang menjadi ciri khas masing-masing
negara dalam melaksanakan demokrasi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno
L.P. Marsudi, melaporkan pentingnya BDF
menghasilkan inisiatif-inisiatif yang konkrit
dan implementatif, termasuk melalui program-
program kerja sama dan pembangunan kapasitas
di berbagai negara yang dilaksanakan oleh /n-
stitute for Peace and Democracy (IPD) sebagai
implementing arm BDF.

BDF VIII dihadiri oleh sekitar 250 perwaki-
lan dari 89 negara dan 3 organisasi internasio-
nal berlangsung pada tanggal 10-11 Desember
2015. (Taufik Abdullah)
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MENLURI:

BDF Vill TUNJUKKAN KEMAJUAN
DEMOKRASI INDONESIA

Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF)
VIII memiliki momentum yang tepat bagus
untuk memperlihatkan kemajuan demokrasi
di Indonesia kepada dunia. hal ini dikarenakan
BDF VIII diselenggarakan hanya berselang
satu hari dari pelaksanaan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) secara serentak yang sukses
dilaksanakan dengan baik dan menjadi tolak
ukur proses demokratisasi Indonesia yang
semakin matang.

Dalam sambutan pembukaan BDF VIII
Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mem-
beri perhatian khusus terhadap pilkada serentak
yang digelar pada kamis (9/12). Menurut Menlu
Retno, delegasi dari berbagai negara turut meli-
hat secara langsung proses bagaimana demokra-
tisasi bekerja di Indonesia.

“Tentu pilkada dan BDF akan menjadi satu
hal yang sangat menarik,” kata Menlu Retno di
Nusa Dua, Kamis (10/12/2015).

Menlu Retno mengatakan para peserta da-
pat melihat dan menilai secara langsung cara
kerja demokrasi di Tanah Air. Apalagi, pada
pilkada serentak kemarin melibatkan sembilan
pemilihan gubernur dan 260 bupati/wali kota di
seluruh Indonesia.

“Pilkada serentak kemarin merupakan sa-
lah satu perhelatan demokrasi yang sangat be-
sar. Dan, BDF diselenggarakan saat kita sedang

—_— = e ——

menggelar local election,” papar Menlu RI
Menurut Menlu Retno, pilkada serentak dapat
ditunjukkan jika Indonesia telah melaksanakan
pemilihan langsung hingga tingkat terkecil pere-
butan kekuasaan di tingkat daerah, tak hanya di
level pemilihan presiden dan parlemen saja.

“Indonesia sudah melakukan pemilihan
langsung hingga tingkat pemerintahan lokal, ti-
dak hanya di level pemilihan presiden dan par-
lemen saja. Ini dapat dilihat oleh peserta BDF
secara langsung bagaimana demokrasi bekerja
di Indonesia,” ucap Menlu Retno.

Selain itu Menteri Luar Negeri mengung-
kapkan kegembiraannya karena peserta BDF
ke-8 melebihi ekspektasinya, yakni 89 negara
dan 3 organisasi internasional.

“Ini merupakan bukti komitmen dan keingi-
nan negara-negara untuk melakukan pertukaran
penerapan demokrasi dan mengadopsi nilai-
nilai demokrasi itu sendiri,” tutur Menlu dalam
pernyataan pers usai pembukaan BDF 2015 di
Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Sejak dibentuk pada 2008, ajang demokrasi
tahunan untuk kawasan Asia Pasifik itu telah
menghasilkan kerja sama dan kegiatan-kegiatan
konkret dalam mempromosikan demokrasi di
kawasan.

Selama 2015, “Institute for Peace and De-
mocracy” (IPD) sebagai badan pelaksana BDF

telah menyelenggarakan 13 kegiatan dalam
mempromosikan demokrasi diantaranya di Me-
sir, Fiji, Myanmar, Tunisia, Libya, Palestina,
Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Kegiatan yang dilakukan IPD berupa program
“capacity building " dalam bentuk dialog, seminar,
pelatihan, dan kunjungan pemilu bekerja sama
dengan pemerintah dan lembaga masyarakat di
negara-negara tersebut.

“Salah satu inisiatif terbaru dari IPD adalah
pelaksanaan ‘civil society forum’ dan ‘media
forum’ yang dilakukan beriringan dengan BDF.
Untuk yang pertama kalinya BDF yang merupa-
kan pertemuan antarpemerintah sudah memulai
kultur baru untuk melakukan interaksi langsung
dengan lembaga masyarakat dan media,” ujar
Menteri Retno.

Dipaparkannya, IPD sejak Januari-Desember
2015 telah menyelenggarakan hampir 13 Ke-
giatan dan pertemuan internasional untuk lebih
aktif mempromosikan demokrasi di kawasan
maupun di dunia.

Mengutip perkataan Wakil Presiden Jusuf
Kalla yang membuka BDF ke-8, Menlu Retno
menegaskan kembali bahwa demokrasi meru-
pakan alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan
untuk warga.[]



12 SOROT

No. 93 TAHUN IX W

15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2016

DUNIA INTERNASIONAL
MASIH ANGGAP PENTING BALI DEMOCRACY FORUM

Bali Democracy Forum VIII secara resmi dibuka oleh
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK). Sebanyak 89 negara
hadir dalam forum tahunan.

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi,
peserta yang hadir pada BDF kali ini melebihi ekspektasi dari
pihak penyelenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Alhamdulillah ada 89 negara yang hadir dan juga tiga
organisasi internasional juga hadir dalam BDF VIII ini ” kata
Menlu Retno LP Marsudi di Bali Nusa Dua Convention Cen-
ter (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2015).

Padahal acara ini berdekatan dengan Konferensi Peru-
bahan Iklim (COP21) di Paris. Memang yang banyak negara
mengirimkan wakil menteri luar negeri. Tapi itu masih mem-
buktikan BDF masih merupakan event tahunan yang pen-
ting,” lanjutnya.

Tahun ini sebanyak 16 negara mengirimkan wakil menteri
luar negerinya untuk hadir dalam acara BDF.

Tingginya tingkat kehadiran negara peserta, negara
peninjau dan Organisasi Internasional dalam Bali Democracy
Forum ke VIII menunjukan komitmen kuat akan pentingnya
proses bertukar pikiran dan berbagi pengalaman terbaik
mengenai nilai-nilai demokrasi, demikian disampaikan Menlu
RI, pada pernyataan pers seusai pembukaan BDF VIII.

BDF VIII diikuti oleh 204 peserta yang berasal dari 89
negara dan 3 Organisasi Internasional.

“DEMOKRASI
ADALAH SUATU
PROSESYANG
BERJALANTERUS-
MENERUS. HAL INI
MENJADI DASAR
PEMIKIRAN
BDF UNTUK
MENJADI RUANG
DISKUSIYANG
NYAMAN TANPA
MENGHAKIMI.”

MENLU RI

BDF VIII dilaksanakan dalam suasana spesial, pada
saat Indonesia sedang merayakan pesta demokrasi Pilkada
serentak di lebih dari 200 daerah di Indonesia yang berjalan
lancar dan diikuti lebih dari 105 juta penduduk Indonesia.

Sehari sebelumnya peserta Bali Civil Society and Bali
Media Forum juga berkesempatan menyaksikan langsung
Pilkada tersebut melalui kegiatan Election Visit Program,
salah satu program dari Institute of Peace and Democracy
(IPD) sebuah lembaga pelaksana (implementing agency) ha-
sil BDF.

Menlu Retno juga menekankan manfaat dan penerapan
program BDF melalui IPD yang relevan dengan situasi du-
nia saat ini melalui berbagai seminar dan program capacity
building. Setiap kegiatan IPD disesuaikan dengan kebutuhan
dari negara sahabat.

Menlu RI juga menekankan bahwa demokrasi adalah
suatu proses yang berjalan terus-menerus. Hal ini menjadi
dasar pemikiran BDF untuk menjadi ruang diskusi yang nya-
man tanpa menghakimi, di mana delegasi bisa berbagi cerita
dan best practices; berbagi permasalahan bersama yang di-
hadapi dan mencari solusi kreatif.

BDF adalah forum antar pemerintah yang diinisiasi
Indonesia sejak 2007 dan merupakan salah satu program
prioritas Kementerian luar negeri Indonesia. BDF adalah bukti
nyata keaktifan Indonesia di kancah politik internasional.[]
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INTERNATIONAL GONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS
PROMOSIKAN ISLAM, DEMOKRASI DAN
PLURALISME DI INDONESIA

Wakil Menteri Luar Negeri, M. Fachir membuka secara resmi International Conference of Islamic Scholars
(ICIS) IV di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (23/11/2015).

Indonesia kembali menjadi tuan rumah pe-
nyelenggaraan International Conference of
Islamic Scholars (ICIS) IV yang berlangsung
padatanggal 23-25November2015diUniversitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Penyelenggaraan ICIS IV merupakan kerjasama
antara International Conference of Islamic
Scholars, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
JATMAN (Jam’iyah Ahlith Thoriqgoh Al-
Mu’tabaroh An-Nahdhiyyah), serta didukung
oleh Kementerian Luar Negeri RI. Konferensi
dihadiri oleh pejabat pemerintah, akademisi,
para Shufi, para pemuka Islam di Indonesia, dan
37 tamu asing dari Brunei Darussalam, Turki,
Belgia, Malaysia, Amerika Serikat, Spanyol,
Lebanon, Suriah, Yaman, Tunisia, dan Timor
Leste.

Konferensi ICIS IV mengambil tema Uphol-
ding Islam as Rahmatan Lil ‘Alamin: Capita-
lizing Intellectuality and Spirituality Towards
Better Life of Human Beings. Konferensi ini
merupakan forum untuk mempromosikan Is-
lam di Indonesia yang berpaham moderat dan
toleran, serta untuk mencari solusi dan langkah
nyata dalam menghadapi problematika umat Is-
lam seacara global.

Sejumlah topik telah dibahas dalam 3 (tiga)
panel yaitu “Integrative and transformative
education: Integrating spiritual and intellec-
tual aspect in education”, “Islam is a religion of
mercy”, “The challenge of international Sufi in
the global world order”.

Selain dimaksudkan untuk mencari so-
lusi dan langkah nyata bagi problematika
umat secara global, konferensi ICIS IV juga
dimaksudkan untuk mempromosikan Pancasila
kepada dunia dan meneguhkan Islam Rahmatan
‘lil Alamin yang berpaham moderat dan toleran
sebagai karakter implementasi nilai-nilai Islam
di Indonesia.

Pertemuan Internasional ICIS IV mengha-
silkan Malang Message yang antara lain me-
ngandung langkah-langkah konkrit dalam mem-
perkuat jejaring cendikiawan Muslim global,
mencegah ekstrimisme dan radikalisme melalui
pendidikan, serta Deklarasi UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang sebagai World Class Univer-
sity.
KH. Hasyim Muzadi selaku Sekretaris
Jenderal ICIS dalam sambutannya menyatakan
bahwa berdirinya ICIS pada tahun 2002 memiliki
peranan penting bagi Indonesia sebagai second
track diplomacy. Beberapa fungsi pokok yang
dijalankan ICIS pada masa awal berdirinya yaitu
menangkal ancaman terorisme di Indonesia,
mengatasi konflik berlatar belakang agama di
beberapa daerah, menyebarkan pemahaman
Islam moderat di Indonesia ke luar negeri, serta
memperkenalkan konsep pluralisme Indonesia
dan Pancasila sebagai ideologi bangsa kepada
komunitas internasional.

Dalam situasi dunia yang sedang bergolak
saat ini, dunia membutuhkan tidak hanya Islam
moderat tetapi juga sistem pendidikan yang da-

pat mengajarkan pemikiran Islam moderat ter-
sebut. Dalam hal ini, Indonesia dapat menawar-
kan sistem pendidikan yang terintegrasi antara
Islam dengan ilmu pengetahuan kepada dunia.
Dengan sistem pendidikan terintegrasi tersebut
pengajaran nilai-nilai Islam moderat berlang-
sung secara konsisten.

Meskipun di negara-negara Timur Tengah
telah berdiri perguruan tinggi yang terkenal se-
perti Universitas Al-Azhar di Kairo, namun fe-
nomena pemberontakan masyarakat Mesir atas
nama agama tetap bisa muncul. Dengan demiki-
an, sistem pendidikan tinggi di Indonesia, teruta-
ma pengajaran Islam moderat, memiliki dampak
yang berbeda dibandingkan di negara lain.

Di tengah maraknya ancaman terorisme saat
ini, ajaran Islam harus dikembalikan sebagai
Rahmatan ‘lil Alamin dan diimplementasikan
secara benar dan utuh. Di samping itu, perlu
upaya mencegah munculnya Islamophobia atau
ketakutan terhadap Islam, karena sesungguhnya
Islam adalah agama yang damai.

ICIS 1V dibuka oleh Wakil Menteri Luar Ne-
geri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir. Da-
lam sambutan pembukaan Wakil Menlu menge-
cam aksi terorisme yang terjadi di Paris, Beirut,
dan Baghdad yang telah mencoreng nama Islam
sebagai agama yang damai.

ICIS IV hendaknya dilihat sebagai suatu
proses dalam upaya memperkuat kolaborasi
Umat guna mengatasi ekstrimisme dan radika-
lisme, serta menyebarkan nilai, prinsip dan nor-
ma ajaran Islam sebagai Rahmatan ‘lil Alamin.

Sebagai negara berpenduduk Muslim ter-
besar di dunia dan negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia, Indonesia dapat memberikan
contoh bagi dunia bahwa Islam, demokrasi dan
pluralisme dapat berjalan berdampingan. UUD
1945 juga telah mengamanatkan Indonesia un-
tuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian
dunia dan turut menciptakan keadilan sosial.

Menurut Wakil Menlu peenyelenggaraan
ICIS IV merupakan momentum yang baik bagi
para cendikiawan Muslim dunia untuk berkon-
tribusi lebih besar lagi dalam menyebarkan ni-
lai-nilai toleransi, harmoni, dan perdamaian.

Sesi Pleno Tingkat Tinggi menghadirkan be-
berapa narasumber yaitu: Menteri Agama Brunei
Darussalam, Y.M. Pehin Dato Ustaz Haji Ba-
daruddin bin Dato Haji Othman; dan Staf Khu-
sus Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Dubes
Dr. KH. Abdul Wahid Maktub. Bertindak sebagai
fasilitator pada sesi ini adalah Direktur Jenderal
Multilateral Kemlu, Duta Besar Hasan Kleib. Sesi
pleno ini membahas pengalaman Brunei Darussa-
lam dalam Islamic moderation dan sinergi antara
Islam dan ilmu pengetahuan. []
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FOCUS GROUP DISCUSSION

K.H. Hasyim Muzadi dan Duta Besar Esti Andayani dallam

FGD di Kemlu RI (12/11/2015).

Bertempat di Gedung BPPK Kementerian
Luar Negeri Jakarta, pada tanggal 12 November
2015, Kemlu bersama-sama dengan ICIS (Inter-
national Conference of Islamic Scholars), UIN
Malik Maulana Ibrahim, Malang dan Jam iyah
Ahlith Thoriqoh Al-Mu tabaroh An-Nahdhiy-
yah (JATMAN), menyelenggarakan Focus
Group Discussion (FGD) dengan tema “Islam
Rahmatan Lil Alamin Menuju Perdamaian Du-
nia”. Acara ini diselenggarakan dalam rangka
menyambut Konferensi ICIS ke-4 yang disele-
nggarakan di Malang, Jawa Timur pada tanggal
23-25 november 2015.

Konferensi ICIS ke-4 fokus pada persoalan
semakin menyeruaknya gerakan-gerakan radi-
kal serta kekacauan politik dan konflik internal
di sejumlah negara Islam, yang kemudian men-
jadi ancaman bagi perdamaian dunia, dimana
nampaknya hal ini tidak bisa dihilangkan hanya
dengan peningkatan solidaritas di antara negara-
negara Islam dan melakukan modernisasi politik
dan sosial di negara-negara tersebut.

Ketidak adilan tatanan internasional ter-
hadap sejumlah negara di Timur Tengah adalah
faktor yang menjadi pemicu lahirnya gerakan-
gerakan perlawanan dan tumbuhnya gerakan Is-
lam radikal yang sekarang telah terlanjur berha-
sil membangun jaringan internasional yang kuat
di banyak negara Islam, bahkan melintas jauh
hingga negara-negara Barat.

“Jika salah menanganinya, maka ancaman

bagi perdamaian dunia akan kian nyata dan
globalisasi dapat menjadi faktor yang justru
memungkinkan gerakan Islam radikal mene-
mukan jalannya membangun ancaman global
secara lebih ekstensif. Dengan demikian pengu-
atan gagasan Islam moderat di seluruh penjuru
dunia menjadi kian mendesak dalam rangka
membangun perdamaian dunia” kata Wakil Ke-
tua PBNU As’ad Said Ali.

Lebih lanjut As’ad Said Ali mengatakan
bahwa dewasa ini mempromosikan gagasan
Islam moderat secara lebih masif telah menjadi
tuntutan, dan Indonesia patut menjadi pelopor
karena memiliki modal dan kemampuan untuk
melakukan peran ini.

Menurut As’ad Said Ali, keberadaan ICIS,
NU, Muhammadiyah dan sejumlah organisasi
moderat lainnya adalah modal yang tidak terni-
lai harganya mempromosikan Islam moderat di
kancah internasional selayaknya dijadikan misi
penting politik luar negeri sebagai pelaksanaan
tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Sementara itu, Duta Besar Esti Andayani,
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Pu-
blik (IDP) Kemlu menekankan mengenai pen-
tingnya kerjasama antar ulama, scholars dan
media dalam memajukan perdamaian dan pen-
cegahan konflik.

“Kemlu senantiasa mendukung, khususnya
dalam penyelenggaraan konferensi ICIS ke-4,
karena ICIS memiliki peran penting dalam

mewujudkan Islam sebagai Rahmatan Lil Ala-
min dengan mengutamakan dialog untuk mewu-
judkan perdamaian yang sejalan dengan pembu-
kaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu; memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial” tegas Dubes Esti An-
dayani.

Menurut Direktur Jenderal IDP, meningkatnya
gelombang ektremisme, radikalisasi, dan Islamo-
fobia yang sangat mengkhawatirkan merupakan
tantangan global yang memerlukan penanganan
dengan melibatkan kemiteraan para pemangku ke-
pentingan, pemerintah, masyarakat madani, dan
organisasi kemasyarakatan, baik nasional mau-
pun internasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICIS, KH.
Hasyim Muzadi, mengatakan bahwa Konferensi
ICIS ke-4 adalah sesuatu yang besar bukan saja
untuk ukuran Indonesia melainkan juga dunia.,
dan bukan hanya secara kuantitas melainkan
juga pengaruhnya. “Kita jangan tanggung-tang-
gung mengerahkan tenaga dan pikiran dengan
pemerintah karena konferensi selama dua hari
itu akan digunakan untuk penguatan Islam mo-
derat”, tegas KH. Hasyim Muzadi.

Menurutnya, di era kemerdekaan demokrasi
dan reformasi di Indonesia seluruh sekte agama
masuk secara deras yang kalau tidak hati-hati
dalam memilih dan memilah akan mengakibat-
kan tergusurnya pemikiran Islam moderat.

Sebagaia contoh, dengan meningkatnya
sentimen ekstrimis agama di Timur Tengah,
maka yang terjadi adalah kehancuran agama dan
negara. Adanya ego sektoral yang melampaui
batas telah memicu konflik di internal agama,
dan ini mengakibatkan masuknya semua kepen-
tingan. Tanda-tanda ini sudah mulai masuk di
Indonesia dan harus segera dicegah oleh ICIS
yang telah 13 tahun mempromosikan Islam rah-
matan lil alamin.

Acara yang juga menghadirkan Direktur
Jenderal Multilateral Kemlu, Duta Besar has-
san Kleib, Pemred Republika, Nasihin Masa dan
Mantan Pemred The Jakarta Post, Endi Bayuni
sebagai nara sumber ini dihadiri oleh sekitar
seratus undangan yang terdiri dari para tokoh
agama, perwakilan sejumlah organisasi keaga-
maan, para pejabat di lingkungan Kemlu RI dan
mahasiswa.[]
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Menlu Retno dan Sekjen OKI pada pertemuan bilateral di Jakarta, Agustus 2015. (Foto: Infomed/Kemlu/Suwandy)

Dalam pertemuan dengan Sekjen Organisasi
Konferensi Islam (OKI), Iyad Ameen Madani,
Menlu RI mengharapkan agar OKI meningkat-
kan kontribusinya terhadap kerja sama antara
negara Islam, utamanya dalam menyebarkan
Islam yang Rahmatan lil Alamin. OKI juga
diharapkan dapat memberi kontribusi dalam
menciptakan perdamaian dan stabilitas di Ti-
mur Tengah yang merupakan kawasan dengan

mayoritas penduduk Islam.

Selain itu, pertemuan Menlu RI dan Sek-
jen OKI juga membahas rencana pembentukan
Regional Office OKI di Jakarta. Keberadaan
regional office OIC di Jakarta diharapkan dapat
meningkatkan program program kerja sama OIC
di kawasan Asia Pasific serta mempromosikan
kepada dunia Islam bahwa Islam, demokrasi dan
modernitas dapat berjalan beriringan.

Pertem uan bilateral ini dilakukan sebelum
dimulainya Pertemuan Luar Biasa Tingkat Men-
teri OKI di Jeddah, Arab Saudi.

Pertemuan ini akan membahas sejumlah
perkembangan kawasan, termasuk peran OKI
dalam menciptakan hubungan yang kondusif
antara Arab Saudi dan Iran yang sempat mema-
nas.[]
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annya dalam mengamankan lingkungannya

ada setlap angKatan, pescrta Sesparlu akan
mendapatkan modul Kemaritiman yang lebih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
Kemlu terus meningkatkan kualitas program-
programnya, Diklat Diplomatik Senior (Sespar-
lu) adalah contoh bagus mengenai perbaikan
yang terus-menerus guna membekali pengeta-
huan dan keterampilan yang dibutuhkan para
diplomat senior untuk menghadapi dunia mo-
dern yang semakin terhubung secara global.

Sesparlu yang merupakan pelatihan di-
plomatik tingkat tertinggi di Pusdiklat Kemlu,
tahun ini menyuguhkan kurikulum yang diran-
cang untuk pembelajaran-dewasa, melalui dis-
kusi dan terjun langsung dengan para pakar di
bidangnya masing-masing.

Modul Maritim adalah satu contoh yang
menunjukkan komitmen Sesparlu terhadap
pembahasan yang berbobot mengenai kebijakan
dan manajemen untuk para diplomat di tingkat
senior.

Modul tersebut dimulai dengan mantan Sek-
retaris Kabinet Andi Wijayanto yang juga meru-
pakan pengamat pertahanan. Andi Wijayanto
menggambarkan mengenai konteks makna Kon-
sep Maritim Dunia yang dibayangkan oleh para
pemimpin negeri saat ini.

Sebagai penyeimbang dari pendapat-penda-
pat tersebut, pembicara selanjutnya adalah aka-
demisi Abd Rahman Hamid, dosen Jurusan Se-
jarah di Universitas Hasanudin, Makassar, yang
juga menggambarkan Indonesia sebagai kekua-
tan maritim sejak zaman dahulu kala.

Pada hari kedua, para peserta mendengarkan
paparan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL)
yang melakukan langkah bersejarah yaitu
sebagai KASAL pertama yang datang dan
berbicara pada Pusdiklat Kemlu. Dengan
kebebasan untuk bertanya, kelas membahas
hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional,
khususnya tantangan yang dihadapi oleh para
diplomat Indonesia di lapangan, termasuk dalam
mempromosikan kerja sama antar negara namun
dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan
wilayah RI.

Pembahasan dibuat lengkap dengan pema-
paran tentang potensi ekonomi dari sumber daya
kelautan Indonesia yang disampaikan oleh Dr.
Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia di
Institut Pertanian Bogor yang sekaligus memba-
has hambatan teknologi yang dihadapi oleh para
pelaut tradisional.

Pada kesempatan lain, para peserta juga

mendapatkan uraian tentang bagaimana diplomat
memainkan peran penting dalam mempromosi-
kan kepentingan maritim. Hal ini disampaikan
oleh pakar perbatasan kelautan dan perbatasan
negara, Duta Besar Arif Havas Oegroseno, De-
puti Menko Polhukam, yang juga berasal dari
Kemlu.

Berikutnya adalah presentasi dari Sekolah
Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)
yang memberikan sudut pandang yang lebih de-
kat mengenai beratnya tugas perlindungan per-
batasan kelautan di negara kelautan yang begitu
besar namun hanya memiliki sedikit kapal pa-
troli, terutama kapal selam.

Untuk memberikan perspektif masyarakat
asing tentang sumber daya kelautan Tanah Air
yang begitu luas, Sesparlu juga mengundang
Duta Besar Tiongkok, Mr Xie Feng, yang men-

" 1F -
-

atau kementerian/lembaga lainnya.

diri dari daratan.

adalah masa depan bangsa.[]

baik, sehingga para peserta mendapat manfaat
langsung sebelum mereka kelak mengemban ja-
batan direktur atau pembuat kebijakan di Kemlu

Direktur Sesparlu, Odo Manuhutu mene-
gaskan bahwa isu Maritim bukan hanya topik
yang sedang hangat setelah disebut oleh Presi-
den Joko Widodo setelah pelantikannya, namun
menjadi pengembangan alamiah dari kurikulum
Sesparlu berdasarkan kondisi nyata Indonesia:
sebuah negara kelautan di mana hanya 30% ter-

Para diplomat yang berjuang untuk melin-
dungi kepentingan nasional Indonesia kini se-
makin sadar mengenai bagaimana kepentingan
kelautan mempengaruhi setiap aspek kehidupan
warga Indonesia. Dengan kata lain, maritim
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RAKORNAS PERLINDUNGAN WNI :
DIPLOMASI PERLINDUNGAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN AKUNTABILITAS PERLINDUNGAN WNI
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RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Bertempat di Balai Kartini, Jakarta, pada tanggal 20-
23 Oktober 2015, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI
menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Perlin-
dungan WNI dengan 30 Perwakilan RI Pelayanan Warga
(Citizen Service) serta pemangku kepentingan nasional
lainnya di bidang perlindungan WNI di luar negeri se-
perti Pemda, akademisi, media massa dan masyarakat
madani. Tujuan pertemuan untuk meningkatkan koordi-
nasi dan sinergi antara Kemlu, Perwakilan RI dan pe-
mangku kepentingan nasional terkait.

Dengan semakin meningkatnya jumlah WNI di
luar negeri yang saat ini tercatat sekitar 2,7 juta orang,
dan munculnya berbagai persoalan yang dihadapi se-
perti WNI terancam hukuman mati, overstayer, korban
perdagangan manusia, WNI dalam daerah konflik, pe-
merintah terus mengambil berbagai upaya dan langkah
strategis untuk memberikan pelayanan dan perlindungan
WNI di luar negeri.

Hal ini tercermin didalam salah satu agenda prioritas
pembangunan nasional Nawacita, yang salah satunya
mengusung program “Menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar
negeri bebas aktif...”

Dalam rangka memastikan penanganan perlindun-
gan WNI di luar negeri secara lebih efektif, akuntabel
dan optimal, para pemangku kepentingan nasional akan

RAKORNAS AKAN
MEMFOKUSKAN PADA
PEMBAHASAN MENGENAI
MIGRASI AMAN, DIPLOMASI
PERLINDUNGAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN AKUNTABILITAS
PERLINDUNGAN WNI
DI LUAR NEGERI DAN
SHARING OF BEST PRACTICES
DAN LESSON LEARNED
DIANTARA PERWAKILAN
RI, REFORMULASI
STRATEGI DAN MEKANISME
PENYELESAIAN KASUS WNI
DI LUAR NEGERL

PERLINDUNGAN WNLDENGAN PERWAKILAN RI I

membahas proyeksi penanganan perlindungan WNI di
masa yang akan datang (memetakan persoalan dan pe-
mecahan masalah).

Rakornas akan memfokuskan pada pembahasan
mengenai migrasi aman, diplomasi perlindungan, pe-
nguatan kelembagaan dan akuntabilitas perlindungan
WNI di luar negeri dan sharing of best practices dan
lesson learned diantara Perwakilan RI, reformulasi stra-
tegi dan mekanisme penyelesaian kasus WNI di luar
negeri. Selain itu dalam rangkaian acara ini juga dibe-
rikan penghargaan The Hassan Wirajuda Awards bagi
pihak-pihak yang telah menunjukkan peran, kontribusi
dan dedikasinya dalam usaha perlindungan WNI di luar
negeri.

Rapat Koordinasi Nasional tersebut dibuka oleh
Menlu Retno LP Marsudi dan dihadiri oleh para pejabat
kementerian/lembaga, serta dihadiri sekitar 300 peserta
dari Perwakilan RI dan pemangku kepentingan nasional,
serta mitra kerja Kemlu lainnya. Rakornas diharapkan
menghasilkan suatu diskusi yang holistik dalam rangka
penguatan pelayananan perlindungan WNI. Pertemuan
besar tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh
masukan bagi peningkatan kualitas perlindungan WNI
di luar negeri agar sejalan dengan program Nawacita
dan meletakkan standar pelayanan yang lebih baik.

(Sumber: Dit. PWNI-BHI)
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Menlu Retno meminta agar Perwakilan Indonesia di luar 30 Perwakilan yang ikut serta dalam Rakornas adalah
negeri meningkatkan keramahannya dalam memberikan pe- perwakilan di negara-negara dimana terdapat konsentrasi
layanan kepada WNI. Seruan tersebut disampaikan Menlu WNI. Berbagai upaya sudah dilakukan Perwakilan RI un-
Retno pada kesempatan pembukaan Rapat Koordinasi Na- tuk meningkatkan pelayanan bagi WNI. Pembenahan laya-
sional (Rakornas) Perlindungan WNI yang diselenggarakan nan kekonsuleran/keimigrasian, penyediaan pengacara un-
oleh Kemlu RI di Balai Kartini Jakarta pada 20-23 Oktober tuk memberikan pembelaan hukum, pembenahan shelter/
2015, bertepatan dengan Satu Tahun Pemerintahan Presiden penampungan, penguatan SDM Perwakilan adalah segelintir
Joko Widodo. dari upaya perbaikan yang sudah dilakukan. Kemlu dan be-

Menlu Retno meminta agar Perwakilan Indonesia di luar berapa perwakilan bahkan sudah menerapkan ISO 9001/2008
negeri meningkatkan keramahannya dalam memberikan pe- sebagai standar pelayanan publik.

layanan kepada WNI. Seruan tersebut disampaikan Menlu
Retno pada kesempatan pembukaan Rapat Koordinasi Na-

Pemanfaatan teknologi terbaru juga tak luput dari
jangkauan. Penggunaan SMS blast bagi WNI yang melaku-

”...Pastikan bahwa

sional (Rakornas) Perlindungan WNI yang diselenggarakan setiap WNI yang ) kan perjalanan ke luar negeri, penggunaan aplikasi whatsapp
oleh Kemlu RI di Balai Kartini Jakarta pada 20-23 Oktober sedang menghadap1 untuk pendaftaran layanan perpanjangan paspor, pembuatan
2015, bertepatan dengan Satu Tahun Pemerintahan Presiden maupun sedang e-perlindungan sebagai database WNI di luar negeri dan ber-
Joko Widodo. tidak men gha d api bagai upaya pemanfaatan teknologi untuk membuat pelaya-

“Ingatlah selalu bahwa Perwakilan Indonesia adalah
‘Rumah Indonesia’. Karena itu buatlah setiap WNI yang

nan di perwakilan RI lebih cepat, ramah dan murah.

permasalahan di luar “Pada saat kita melakukan inovasi pelayanan, tuntutan

datang ke KBRI atau KJRI merasa seperti masuk ke rumah- negeri merasakan dan harapan publik juga semakin besar kepada Kemlu dan
nya sendiri. Pastikan bahwa setiap WNI yang sedang meng- kehadiran negara” Perwakilan RI. Karena itu, inovasi pelayanan tak mengenal
hadapi maupun sedang tidak menghadapi permasalahan di kata berhenti. Ini harus menjadi /ifetime process bagi Per-

luar negeri merasakan kehadiran negara”, ujar Menlu Retno wakilan RI”, tegas A.M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri

di depan wakil dari 30 Perwakilan RI, wakil Pemda serta Menlu Retno dalam paparannya di forum tersebut.

kalangan LSM dan media. Rakornas Perlindungan WNI ini merupakan kegiatan
“Saya yakin, dengan keberpihakan, kepedulian dan ke- dua-tahunan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan

ikhlasan, Perwakilan RI dapat memberikan pelayanan dan nasional di bidang perlindungan WNI di luar negeri. Penye-

perlindungan terbaik bagi WNI di luar negeri”, lanjut Menlu lenggaraan tahun ini dipilih bertepatan dengan Satu Tahun

Retno yang hampir 60% fokusnya selama tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk sekaligus meng-

Kabinet Kerja didedikasikan untuk penguatan kinerja per- evaluasi bersama capaian dan peluang peningkatan kinerja

lindungan WNI. perlindungan WNI di luar negeri. (Sumber: Dit. PWNI-BHI)
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KARIMUN MEMAINKAN PERAN PENTING
DALAM POROS MARITIM INDONESIA

Bertempat di Hotel Intercontinental, Jakarta,
pada tanggal 22 September 2015, Direktorat
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri
bekerjasama dengan Kabupaten Karimun me-
nyelenggarakan acara Updates from the Region
(UFTR): Free Trade Zone and Free Port of Ka-
rimun.

Acara ini bertujuan untuk mempromosikan
potensi usaha yang ada di Kabupaten Karimun,
yang merupakan salah satu dari empat free trade
zones (kawasan perdagangan bebas) di Indone-
sia selain Batam, Bintan, dan Sabang. Acara di-
hadiri oleh para Duta Besar dan Diplomat Asing
di Jakarta, para pengusaha, dan media massa.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal In-
formasi dan Diplomasi Publik (Dirjen IDP),
Kementerian Luar Negeri, Esti Andayani me-
nyampaikan bahwa Kabupaten Karimun memi-
liki banyak kelebihan termasuk lokasi geografis.

Kabupaten Karimun memiliki lokasi strategis
karena merupakan bagian dari Kepulauan Riau
di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur
perdagangan tersibuk di dunia karena dilewati
oleh sekitar 90.000 kapal per tahun.

“Dengan lokasi strategisnya, Karimun me-
mainkan peran penting dalam doktrin Poros Ma-
ritim Indonesia Presiden Joko Widodo, terutama
sebagai pusat (hub) antara Indonesia, Malaysia,
dan Singapura,” jelas Dirjen IDP.

Dirjen IDP menambahkan bahwa selain lo-
kasi strategis, Karimun memiliki kelebihan lain
termasuk sumber daya manusia yang berjumlah
besar, keindahan alam dan budaya, serta pera-
turan-peraturan yang ramah usaha dan investasi
(business and investment-friendly regulation)
termasuk bebas bea ekspor dan impor, bebas pa-
jak pertambahan nilai, dan fax holiday.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Kemenko Pe-

L |
rekonomian Bidang Ekonomi dan Kemaritiman,
Purba Robert Sianipar menyampaikan bahwa
sejak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan
bebas di tahun 2007, Karimun telah mengalami
pertumbuhan pesat.

“Sebelum tahun 2009, hanya ada sembilan
perusahaan yang beroperasi di Karimun. Sete-
lah penetapannya sebagai kawasan perdagangan
bebas, jumlah perusahaan yang berinvestasi di
Karimun meningkat pesat menjadi sekitar 150,”
papar Purba Robert Sianipar.

UFTR merupakan forum yang diselenggara-
kan dua kali setahun dimana Dirjen IDP beker-
jasama dengan Pemerintah Daerah untuk mem-
promosikan potensi usaha daerah kepada para
diplomat asing, pengusaha, dan investor. Sejak
dimulai tahun 2007, UFTR telah mempromosi-
kan potensi di daerah-daerah seperti Batam, Su-
matera Barat, Sulawesi Utara, dan Surabaya.|]
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THIRD INDONESIA — SERBIA BILATERAL INTERFAITH
DIALOGUE

Sebagai bentuk upaya pro-aktif Pemri
dalam mengedepankan “harmony among
civilizations”melalui penguatan sikap toleransi,
saling memahami dan menghargai antar sesama
umat beragama dan antar peradaban, pada 9-12
November 2015, Wamenlu RI, Dr. Abdurrahman
Mohammad Fachir melakukan kunjungan kerja
ke Beograd, Serbia dalam rangka penyeleng-
garaan The Third Indonesia — Serbia Bilateral
Interfaith Dialogue (ISBID III). ISBID meru-
pakan dialog lintas agama yang difasilitasi oleh
pemerintah Indonesia dan Serbia, dimana ISBID
pertama dilaksanakan pada tahun 2011 dan IS-
BID kedua dilaksanakan pada tahun 2013.

Kehadiran Wamenlu RI dalam program IS-
BID III mendapat sambutan hangat dan positif
oleh Menteri Kehakiman Serbia, Nicola Sela-
kovic dan Patriarch Irinej, Pemimpin Tertinggi
Gereja Kristen Ortodhox dan kalangan pemuka
agama Serbia. Dalam acara pembukaan ISBID
ke-3 Palace of Serbia, Beograd, Menteri Ke-
hakiman Serbia menyampaikan bahwa ISBID
membawa semangat toleransi, dialog dan solusi
bersama untuk membangun kesatuan dan people
to people contact. DLA dapat mengubah para-
digma “pertentangan” menjadi “persahabatan”.

Forum ISBID diharapkan tidak semata-mata
menjadi ajang dialog, tetapi hasil-hasilnya juga
dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan
di kalangan akar rumput. Untuk itu, forum
ini melibatkan para pemuka/tokoh agama,
perwakilan masyarakat madani, pemerintah,

akademisi, dan media kedua negara. Hadir
sebagaianggotadelegasiIndonesiayaitu Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik,
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, Plh. Kepala
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Kementerian Agama, tokoh agama Katolik
dari Konferensi Waligereja Indonesia, tokoh
agama Kristen dari Persekutuan Gereja-Gereja
di Indonesia, Kementerian Agama. Sementara
anggota delegasi Serbia yaitu Penasehat Perdana
Menteri, Direktur Kantor Urusan Agama,
Direktur Asia Pasifik dan Australia Kemlu
Serbia, Pemimpin Tertinggi Gereja Orthodoks,
Mufti Besar Beograd, Uskup Agung Katolik,
Rabbi Yahudi, serta perwakilan dari akademisi,
pemuda dan media.

Tema yang diangkat pada ISBID III yaitu
“Youth in Intercultural and Interfaith Dialogue:
Perspective, Opportunities and Challenges” dan
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
saling tukar pengalaman kedua negara, khusus-
nya peningkatan peran pemuda dalam mengelola
keberagaman budaya dan agama. ISBID III ini
membahas berbagai cara dan upaya menanggu-
langi radikalisme, ekstrimisme dan xenophobia
serta menjalin berbagai kerja sama di bidang
DLA. Berbagai kunjungan dan diskusi diseleng-
garakan dalam format simposium/konferensi di
Kementerian Kehakiman Serbia, beberapa insti-
tusi keagamaan, universitas/institusi pendidikan

serta lembaga swadaya masyarakat di Beograd.

Mengingat DLA merupakan forum diskusi
yang mengangkat isu global, maka DLA
diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif, dimana negara maupun masyarakat
madani dapat berperan menjadi bagian dari
“problem solver”. Secara nasional, DLA
termasuk ISBID III difokuskan pada upaya
pencapaian visi Indonesia untuk meningkatkan
pemahaman pemerintah dan masyarakat global
mengenai Islam di Indonesia yang moderat;
memperkuat status Indonesia sebagai negara
yang mengedepankan the force of dialogue;
meningkatkan people to people contact serta
memperkuat citra Indonesia sebagai salah satu
negara pelopor interfaith dialogue.

Indonesia merupakan negara besar yang
terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan
bahasa. Persatuan di Indonesia telah dibangun
sejak tahun 1928 saat diikrarkannya sumpah
pemuda. Persatuan Indonesia juga didukung
oleh Pancasila yang menjadi dasar negara.
Untuk membina persatuan tersebut, Pemerintah
Indonesia membentuk Kementerian Agama dan
membangun Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) di berbagai tingkat pemerintahan di
seluruh Indonesia. Forum tersebut juga efektif
untuk membuka dialog dalam mengatasi berbagai
konflik komunal yang terjadi di Indonesia.

“Wamenlu RI menyatakan bahwa DLA
telah menjadi salah satu fitur tetap kebijakan
luar negeri Indonesia. Indonesia sebagai bang-
sa yang majemuk dipersatukan oleh nilai-
nilai Pancasila dan DLA ditujukan untuk
menyampaikan pesan perdamaian sesuai dengan
amanat konstitusi Indonesia yang mewajibkan
Indonesia untuk berkontribusi pada ketertiban
dunia”. DLA merupakan komitmen Indonesia
untuk membangun harmony among civilization.
Indonesia berupaya untuk mengubah pandangan
dunia tentang Islam yang dianggap radikal
dengan mengenalkan Islam Indonesia yang
rahmatan lil alamin.

“Sebagai negara yang memiliki sejarah pan-
jang mengenai konflik etnis, Serbia meman-
dang Indonesia dapat dijadikan contoh untuk
mengelola kerukunan dan keharmonisan masya-
rakat. Serbia sepakat bahwa pemuda merupakan
investasi masa depan untuk mencegah kembali
terjadinya konflik dan memupuk rasa persatuan.
Institusi keagamaan seperti gereja dan masjid
memiliki berbagai program untuk membina pe-
muda dan menanamkan nilai toleransi dan saling
pengertian, ungkap Patriarch Irinej, Pemimpin
Tertinggi Gereja Kristen Ortodhox Serbia.

Salah satu hasil konkrit ISBID ke-3 adalah
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penandatanganan perpanjangan Nota Kesepa-
haman Kerja Sama Pendidikan antara UIN Sya-
rif Hidayatullah dengan Universitas Beograd.
Melalui Nota Kesepahaman ini kedua perguruan
tinggi antara lain sepakat untuk melakukan per-
tukaran mahasiswa dan dosen sebagai bentuk
pelaksanaan people to people contact. Selain
itu, UIN Syarif Hidayatullah juga menawarkan
program kajian Islam bagi tokoh agama Serbia
untuk mendapatkan pemahaman tentang Islam
moderat di Indonesia.

Melengkapi pelaksanaan ISBID ke-3, dalam
kunjungan kerjanya ke Beograd, Serbia, Wa-
menlu juga melakukan pertemuan dengan Pre-
siden Serbia, Deputi Perdana Menteri I/Menlu
Serbia, Menteri Kehakiman Serbia, dan Ketua
Parlemen Serbia. Adapun topik utama yang di-
bahas a.l: upaya peningkatan kerja sama bilate-
ral, khususnya ekonomi dan kerja sama dialog
lintas agama RI-Serbia. Selain itu, Wamenlu RI
juga berkesempatan memberikan kuliah umum
di Fakultas Ilmu Politik University of Belgrade
dengan membawakan tema “‘Indonesia’s Fo-
reign Policy and Indonesia-Serbia Relations .

Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama
dengan University of Belgrade, Beograd,
Serbia menyelenggarakan kuliah umum tanggal
10 November 2015 di Faculty of Political
Sciences, University of Belgrade. Kuliah Umum
mengambil tema “Indonesia’s Foreign Policy
and Indonesia-Serbia Relations”.

Kegiatan diikuti oleh sekitar 121 peserta
yang terdiri dari korps diplomatik, pejabat pe-
merintah Serbia, akademisi dan mahasiswa Uni-
versity of Belgrade. Wakil Menteri Luar Negeri
RI, menjadi narasumber tunggal dengan modera-
tor Professor Illija Vujaci¢, Dean of The Faculty
of Political Sciences University of Belgrade.

Kuliah Umum bertujuan merangkul civi-
tas akademika serta masyarakat internasional
dengan memberikan informasi terkini dan me-
mahami politik luar negeri serta pelaksanaan
diplomasi Indonesia.

Wakil  Menteri  Luar  Negeri RI,
menyampaikan antara lain arti penting
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi bangsa

dan pemuda Indonesia. Kesepakatan untuk
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa
nasional, yang pada saat itu hanya dipakai oleh
kurang dari 5% masyarakat Indonesia, adalah
wujud nyata pemajuan dialog dan toleransi di
Indonesia, “Tolerance and dialogue are in our
blood.”

Disampaikan juga bahwa Pancasila dan
Alinea keempat UUD 1945 adalah landasan
utama pelaksanaan politik luar negeri R, yaitu
melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tum-
pah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, mengakhiri
kuliah umum dengan memberikan wejangan
pada generasi muda Serbia untuk terus belajar
dan mengedepankan pola pemikiran yang positif
dalam menjawab tantangan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.[]
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Direktur Diplomasi Publik Al Busyra Basnur memberikan cindera mata kepada Yosua Bire
(Dosen Universitas Nusa Cendana), usia diskusi panel.

Dalamrangka menyampaikan perkembangan
terkini dan meningkatkan pengetahuan maha-
siswa mengenai diplomasi Indonesia, Direktur
Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
(IDP) Kementerian Luar Negeri, Duta Besar
Esti Andayani menyampaikan keynote speech
pada acara Public Lecture dan Sosialisasi
Diplomasi Publik Indonesia di Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Ambon,
Provinsi Maluku. Acara tersebut mengangkat
tema Pemberdayaan Potensi Daerah dalam
Pelaksanaan Diplomasi Publik Indonesia.

Duta Besar Esti Andayani menyampaikan
keynote speech dihadapan sekitar 300 maha-
siswa dari berbagai perguruan tinggi di Kupang,
bertempat di Universitas Nusa Cendana, Ku-
pang pada tanggal 11 September 2015. Berikut-

nya, pada tanggal 14 dan 15 September 2015,
Duta Besar Esti Andayani menyampaikan key-
note speech di dua tempat di Ambon, yaitu di
Universitas Pattimura dan Universitas Kristen
Indonesia Maluku (UKIM), masing-masing di-
hadiri oleh sekitar 250 mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Esti
Andayani antara lain menyampaikan penting-
nya peranan diplomasi publik dalam hubungan
luar negeri Indonesia, terutama di era globalisasi
yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi di kalangan
masyarakat dunia.

“Diplomasi publik juga dapat dilaksanakan
oleh aktor non-pemerintah seperti civitas aca-
demica, tokoh masyarakat, tokoh agama dan
masyarakat madani, terutama ketika kemajuan

teknologi telah mempermudah kita untuk mempro-
mosikan potensi, aset dan program pengembangan
daerah di berbagai bidang khususnya ekonomi
dan investasi,” papar Duta Besar Esti Andayani.

Setelah penyampaian keynote speech Dirjen
IDP, acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Di
Kupang, diskusi panel menghadirkan empat na-
rasumber, yaitu; Yosua Bire (Dosen Universitas
Nusa Cendana), Al Busyra Basnur (Direktur
Diplomasi Publik, Kemlu RI), Pandu Utama
Manggala (Direktorat Astimpas, Kemlu RI), dan
Nusiaga Putri (Biro Kepegawaian Kemlu RI).

Sementara di Ambon, diskusi panel mengha-
dirkan lima narasumber, yaitu; Dr. Izaac Tonny
Matitaputy, SE. M.Si (Ketua Laboratorium
Penelitian, Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura), Dr.
S.P. Soegijono, SE, M.Si (Pembantu Rektor I
UKIM), Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi
Publik Kemlu RI), Rizal Wirakara (Direkto-
rat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan
Afrika,Kemlu RI ) dan Monica Ari Wijayanti
(Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemlu RI).

Selain mahasiswa, acara tersebut juga diha-
diri oleh Rektor, Pembantu Rektor, Dosen, peja-
bat Pemerintah Daerah dan undangan lainnya.

Sebelum dan sesudah Public Lecture terse-
but, juga diselenggarakan sosialisasi pelaksana-
an diplomasi publik Indonesia dan Masyarakat
ASEAN 2015 kepada pelajar SMK dan SMA di
kota Kupang dan Ambon.

Di Kupang, acara sosialisasi tersebut diha-
diri oleh sekitar 600 pelajar dengan narasum-
ber Ina H. Krisnamurthi (Direktur Kerja Sama
Ekonomi ASEAN, Kemlu RI) dan Al Busyra
Basnur (Direktur Diplomasi Publik, Kemlu RI).
Sementara di Ambon, acara tersebut dihadiri
oleh sekitar 300 pelajar dengan narasumber J. S.
George Lantu (Direktur Kerja Sama Fungsional
ASEAN, Kemlu RI) dan Al Busyra Basnur (Di-
rektur Diplomasi Publik, Kemlu RI).

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan
sosialisasi program Beasiswa Seni dan Budaya
Indonesia (BSBI) yang diselenggarakan oleh
Kemlu RI secara rutin setiap tahun. Diharap-
kan pada tahun 2016 nanti, pelajar terpilih dari
Kupang dan Ambon dapat mengikuti program
BSBI tersebut.

Selain menambah pengetahuan dan wawa-
san, kegiatan itu juga dimaksudkan untuk mem-
pererat konektifitas dan sinergi Kemlu dengan
Pemerintah Daerah utamanya dalam kegiatan
diplomasi, hubungan dan kerjasama internasio-
nal.[]
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Presiden Iran Hassan Rouhani mengapresiasi atas kun-
jungan Menteri Luar (Menlu) Negeri RI Retno Marsudi
untuk menyikapi hubungan antara Iran dan Arab Saudi
yang memburuk.

“Presiden Iran menyampaikan apresiasi atas upaya
Indonesia untuk menyikapi memburuknya hubungan
Arab Saudi dan Iran,” kata Juru Bicara Kemlu RI
Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Kantor
Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis.

Kunjungan Menlu RI Retno Marsudi ke Iran me-
miliki dua tujuan yakni sebagai utusan khusus Presiden
RI Joko Widodo untuk menyampaikan surat kepada
Presiden Iran dan melakukan pertemuan bilateral untuk
membahas isu-isu perkembangan kerja sama bilateral.

Di negeri para Mullah itu, Retno bertemu dengan se-
jumlah pejabat tinggi Iran. Termasuk Menlu Javad Zarif
dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Ada sejumlah isu penting yang dibawa Retno ke
Teheran. Di antaranya mengenai penguatan hubungan

PRESIDEN IRAN
MENYAMPAIKAN
APRESIASI ATAS
UPAYA INDONESIA
UNTUK MENYIKAPI
MEMBURUKNYA
HUBUNGAN ARAB SAUDI
DAN IRAN

bilateral RI-Iran.
“Tujuannya meningkatkan kerja sama bilateral

khususnya di bidang ekonomi, riset, dan energi,” ucap
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir
di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Selain untuk meningkatkan hubungan bilateral, de-
legasi Indonesia di Iran juga menandatangani 2 nota
kesepahaman. Yaitu soal polution research dan dip-
lomatic training.

Menurut Arrmanatha, Indonesia memandang Iran
sebagai mitra penting di kawasan Asia. Iran pun dipasti-
kan juga berpikiran demikian.

“Iran memandang Indonesia sebagai negeri penting
di Asia, teman dari Iran karena Indonesia merupakan ne-
gara dengan penduduk beragama Islam terbesar, yang
memainkan peran penting dalam upaya mendorong to-
leransi Islam di regional,” pungkas dia.[]
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Menlu RI bertemu Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh (18/1).

Riyadh - Menlu RI telah menyampaikan su-
rat Presiden Jokowi yang pada intinya berisi pe-
san perdamaian kepada Raja Salman bin Abdula-
ziz Al Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh pada
18 Januari 2016. Dalam surat tersebut, Presiden
Jokowi antara lain menekankan pentingnya sta-
bilitas dan perdamaian di kawasan, pentingnya
hubungan baik Arab Saudi dan Iran, serta kese-
diaan Indonesia untuk membantu memperbaiki
situasi hubungan kedua Negara.

Raja Salman menyambut baik perhatian
yang diberikan Indonesia tersebut dan menegas-
kan kesiapan Arab Saudi untuk menjalin hubu-
gan baik dengan semua negara Islam termasuk
Iran sesuai dengan prinsip saling menghormati
dan tidak mencampuri urusan dalam negeri ma-
sing masing negara. “Arab Saudi menghargai
langkah Indonesia sebagai negara pertama yang

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org

Bagi Anda yang berminat menyampaikan
tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

tabloiddiplomasi@kemlu.go.id

menyampaikan kesiapan untuk membantu terus
terciptanya perdamaian di Timur Tengah terma-
suk terjalinya kembali hubungan baik antara
Arab Saudi dan Iran” ucap Menlu Retno.

Penyerahan surat serupa juga telah dilaku-
kan oleh Menlu Retno kepada Presiden Iran,
Hassan Rouhani, di Teheran pada 13 Januari
2016. Sebagai sahabat Arab Saudi dan Iran, Pre-
siden RI mengharapkan kiranya tensi dan eska-
lasi antara Arab Saudi dan Iran dapat diturunkan
serta menekankan pentingnya komunikasi terus
dilakukan, termasuk pada akar rumput. Dalam
kaitan inilah, Indonesia juga merencanakan un-
tuk memprakarsai kegiatan track 2 bekerjasama
dengan para ulama.

Sebelum bertemu dengan Raja Salman,
Menlu Retno juga bertemu dengan Menlu Adel
Bin Ahmed Al Jubeir untuk membahas penting-

nya peran diplomasi dalam menjaga stabilitas
dan perdamaian. Kedua Menlu juga membahas
tindak lanjut kerja sama 5 proyek besar di Indo-
nesia yaitu rencana pembangunan kota baru di
Mentawai Sumbar, kawasan ekonomi khusus di
Tanjung Lesung dan Mandalika, kilang minyak
di Tuban dan Bontang, dan pembangunan 25,000
unit rumah. “Selain masalah perdamaian kawa-
san dan kerja sama ekonomi, pertemuan dengan
Menlu Al Jubeir juga dimanfaatkan untuk bahas
kerja sama penanggulangan ekstrimisme dan
terorisme” tutur Menlu RL

Pertemuan dengan Menlu Iran juga dilaku-
kan setelah penyerahan surat kepada Presiden
Rouhani.

Kerja sama ekonomi kembali ditekankan
oleh Indonesia dan Iran. Dengan telah diangkat-
nya sanksi terhadap Iran maka kerja sama eko-
nomi Indonesia-Iran diperkirakan akan menga-
lami peningkatan.

Guna menggalang perdamaian dan stabilitas
di kawasan Timur Tengah, Menlu RI juga telah
dan direncanakan melakukan pembicaraan dan
pertemuan dengan beberapa negara di kawasan
seperti dengan Menlu UAE pada 14 Januari
2016 dan dengan Menlu Oman pada 19 Januari
2016 mendatang.

Berbagai pertemuan juga akan terus
dilakukan pada saat Pertemuan Luar Biasa
Para Menteri Luar Negeri OKI (Organisasi
Kerjasama Islam) yang akan diselenggarakan di
Jeddah pada 21 Januari 2016.

Langkah Indonesia ini merupakan wujud
peran dan kontribusi aktif Indonesia di ting-
kat internasional untuk menjaga perdamaian
dan stabilitas global. “Pesan perdamaian dan
upaya Indonesia dijalankan sesuai dengan man-
dat Pembukaan UUD untuk ikut melaksanakan
ketertiban dunia dan perdamaian abadi.” tegas
Menlu Retno.[]
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